
BUPATI TANA TORA.IA
PROVINSI SUI,AWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA
NOMOR 6I TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA"IA,

a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai ujunB tombak
pelayanan kesehatan dasar kepada masyaralat memiliki
peran yang sangat strategis dalrm mempercepat
peningkatsJt derajat kesehatan masyarakat, eehingga
puskesmas harus memberikan pelayanari yang bermutu;

b. bahq.a dalam raagka arenjamin ketersediaan,
keterjangkauar, pemerataan, kemudahar dan kuatitas
layanan umum yang dibcrikan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja, perlu mengatur
Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. baltwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Pentura[
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
layanan Umum DaeraI, standar pelayanan minima.l diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin
ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan,
kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan
oleh Unit Pel,aksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat;

d. bairwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud
dalam huruf a dal huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksara Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Ma3yamlGt;

Menimbang

I

TENTANG
STANDAR PEI.,AYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT,PEL,TKSANA TEKNIS DAERAH,PUSAT,KES.EHATAN MASYARA(AT



Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indoneaia Tahun 1945;

2. Undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pqmerintalrsr Daerah ('t crnbafa, l{egs['a Rwublik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambqhan L€mbaran

Negsra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagEimana t€lah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 terlta r Cipta Kerja Menjadi UndenS-Undang

(l*nbaran Negara Republik lndonesie Tahun 2023 Nomor

4 1 , Tambahsn L€mbaran Negs-ra Republlk Indoneaia Nomor

6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

(lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

105, Tambahan kmbaran NeSara Republik Indonesia

Nomor 6887);
4. Undant-Undant Nomor 147 Tahun 20XX t'ntang

Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi SuLawesi Selatan

(Lembaran Negara RePublik Indoneaia Tahun 2O'O( Nomor

333, Tambahan lmberan Negara Republik l.redonesia

Nomor 7084);
5. Peratutan Menteri Datam Negeri Nomor 79 Tahun 201E

tentang Badan Layanan Umum Daerah (B€rita Negam

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2l

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimd (Berita

Negara Republik lndoneaia Tahun 2021 Nomor 1419);

7. Peraturen Menteri Kesehatsn Nomor 6 Tahun 2024 tent'ng
Standar Tel,mis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2O24

tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

1O39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengal :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Torqia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pclal<sanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewensngan daereh otonom .

PERATU RAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN /
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PEI.AKSANAy'

TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
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3. Bupati adalah Bupati Tana Toroia'

+. oin." Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan

Kabupaten Tana T'orqia.

5. fepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja'

6. Ba-dan l.€yanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam rangka membciikan

peLayanan kepada masyarakat yeng mempunyai fleksibilitas dalam pola

pengelolaan sebsgai PenBecualiatr dari kctentuan l)engelolaarr daerah pada

umumnya.
7. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang sclarjutnya disebut SPM

Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis darl Mutu Pelayana'l

Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yarg berhak diperoleh

s€tiap Warga Negara s€cara minimal.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTDD adalah

adelah orgardsasi yang melal(sanakan kegiatan telmi8 operasional dan/atau
kegiatan telois penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah'

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah

Fasittaa Pelayanan Kesehatan tingkat pertatna yang menyelenggarakan dan
mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif,
r€habilitatif, danlatau paliatif di wilayah kedanya.

10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan did dalam bidang

kesehatar serta memiliki pengetaluan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jeds tertentu memerlukan
kewenangan untuk melalrukan upaya kesehatan

11. Pelayanal Kesehatan Puakesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan

Kesehatan adalah upaya ysrg diberikan oleh Puskesmas kepada

rnasyarakat, mencakup perencanaan, pelalsanaan, evaluasi, pencatatan,
dan pelaporan yalg ditualgkal dalam suatu sistem'

Pasal 2
(1) SPM merupakan acuan baSi Pemerintah Daerah dalam menyedisksn

PeLayanan Kesehatal dasar yang berhak diperoleh masyarakat.
(2) SPM sebagaimara dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin

ketersediaan, ket€rjangkauan, peBerata.ar, kesetaraam, kemudahal dan
kualitas l,ayanan umum yang diberikan UPTD Puskesmas.

Pasal 3
(1) SPM sebagaimara dimaksud dalam Pasal 2 memuat batasan minimal/

mengenai jenis dan mutu layanan dasar pada UPTD Puskesmas. l,(2) Jenis layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriat.s:
a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan Keoehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
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d. Pelayanan Kesehatan balita;
e. Pel,ayanan Kesehatan pada uaia pendidikan dasar;

f. 'PelryErarr Kesetlaarr pada rrsia produH;
g. Pelayalan Kesehatan pada usia lanjut;
h. PeLayanan Kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan Kesehaten penderita diabetes melitus;
j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

k. Pelayenan Kesehatan orang tfiduga tuberculogis; dan
1. Pelayatan Kesehatan ora:rg dengan tisiko terinfeksi virus yang

melemahkan daya tahan tubuh manusia {taman immunodeficiency

virus).
Mutu layanan dasar s€ba8aimana 'lirn,ksud patla ayat (1) terdiri atas:

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

b. standarjumlah dan kualitas sumber daya manusia; dan

c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
SPM scba8aimana dioaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahksn dari Peraturan Bupati ini.

(4)

(s)

Pasal 4
(1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM

UPID Puskesmas setiap 3 (tiga) bulan.
(2) Hasil monitoring dan waluasi sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

dilaporkar kepada Kepa.la Dinas.

Pasal 5
(1) Pemimpin BLUD menyusun laporaa penerapan SPM BLUD UPTD

Puskesmas.
(2) Laporan penerapan SPM sebagaimana di$aksud pada ayat (1) memuat:

a. hasil penerapan spmi
b. kendala penerapan spm; dan
c, ketersediaan anggaran dalam penerapan spm;
d. rekapitulasi penerapan spm

(3) l,aporan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) disampaikaa kepada Bupati
melalui Kepala Dinas.

Pasal 6
Bupati melaksanakan pembinaan dan penflawaean penerapan SPM BLUD UYID/
Puskesnas melalui Diaas dar Perangkat Daerah yang melaksanakar{
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daera
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Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Torqia.

DitetaDkan di Makate
pada tanssal 30 0atem hcr r0lr

tBU A TORAJA

RAK TOMBEG

Diundangkan di Maka1e
pada go ors€roec

S DAERAH PATEN TANA TORAJA,

RUDHY I LOLO

BERIT KABUPATEN TANA TAHUN 2025 NOMOR gI

/
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT

KESEHATAN MASYARAKAT

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYRAKAT

A. LATAR BELAXAI{G
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupalan bentuk kepedulian

negara pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara pemenuhan SPM

""t.figu" 
menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masya'rakat'

*arenl itulah- dalam UU No.23 Tahun 2014, SPM ditegaskan s€bagai

prioritas penyelenggaraan urusan pemerintah Prioritas tersebut diawali

dengan komitmen dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran'

*Ui, f-:rt, PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

mempe{elas bentuk layananapa saja yang harus di sediakal oleh

p.-inlf, daerah. layanan layanan tersebut dianggap sebagai layanan

i"".. rtt g -"*pakan kebutuhan dasar kehidupan setiap individu sasaran

utt i, ipruia"ia-.angka regulasi ini menyasar setiap individu w-arga negara'

ff.i irri f"Ulf, j".,t di[rtegas daiam Permendagri No 59 Tahun 2021 tentang

penerapan SPM.'t-"r.n"n yans diterima oleh masyarakat perlu diberikan batasan minimal

""hi.rgg" 

'..ti"p 
individu masyarakat bisa memiliki ekspektasi minimal

;;;;.* yang akan disediakan oleh negara' Batasan minimal tersebut

airumusta[aalL bentuk standar mutu yang secara detail dijelaskan dalam

peraturan Menteri terkait
Dalam konteks regulasi, seluruh kebutuhan kebijakan untuk

penerapan dan pemenuhan SPM telah diterbitkan Tahap selanjutnya adalah

i.r,". pr. pada tlt gtat pemerintah daerah' Penerapan SPM tentunya akan

i 
"r'rgitrti "*fr" 

penerafan kebijakan pemerintah secara umum' mulai dari

p"-""rr""rr, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi'

X"""-"* A merupakan satah satu Kecamatan di kabupaten Tana Toraja'

lbu kota Kecamatan A berada di kota M Secara geografis Kecamatan A

terletak dibagian Utara Kecamatan B yaitu afltara 2' - 3" Lintang Selatan

dan 1 19"-12d' Bujur Timur, dengan tuas wilayah 2 054'30 l(m' Jarak ibu

kotaKecamatanAdenganibukotaKabupatenmencapai3gkmyangmelalui
Kecamatan C dan kecamtan D.

Adapun batas-batas wilayah kecamatan A yaitu :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten B

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan C

BAB I
PElIDAHI'LUAI{
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Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan B
Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten D

Gambar l. I
Peta Adminitrasi Kecamatan A

Secara Administratif, BLUD Puskesmas meliputi 1 Kelurahan dan 4 l-embang
yang terdiri dari 26 dusun di mana trmbang A dan Kelurahan B merupakan
2 terluas dengan luas masing-masin g 21\,47 kn2 dal]. 206,76 km2
Sebagai amanat Undarg-Undang Nomor 23 Taiun 2014 tentang
Pemerintahail Daerah, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yalg menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah meliputi Urusar Wajib dan Urusan Pilihan.
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan
Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu meliputi :

Pendidikan, Kesehatan, Pekedaan Umum dan Penataan ruang; perumahal
rakyat dan kawasan pemukiman; ketentrarnan, ketertiban umum dan
perlindu ngan masyarakat; darl sosial.
Pada hakikatnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut azas
otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat. Orientasi dasar pada upaya mewujudkan kesejahteraan
masyarakat harus disadari sebagai tugas pokok yang melekat dalam
keberadaan Pemerintah Daerah bagi masyarakat.
Laporan Penerapan SPM digunakan untuk melihat perkembalgan
penerapan SPM di Kecamatan A. Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dalam Standar Pelayanan Minimal perlu dibuat
Laporan Penerapan SPM. Materi laporan penerapan SPM paling sedikit
memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.
l,aporan Penerapan SPM disampaikan oleh Kepala Puskesmas sebagai wakil
Pemerintah Kecamatan.

B. Tujuan
Standar teknis pemenuhar SPM Kesehatan adalah ketentuan

standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia
dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis
pemenuhan SPM Kesehatan bertujuan untuk memberikan kemudahan
kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencaiaan untuk
pelal<sanaan SPM Kesehatan di provinsi/kabupaten/kota.

Standar Teknis ini disusun untuk memberikan pedoman kepada
Badan l,ayanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat terkait
penerapan SPM Kesehatan dan kebiiakan pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undalg Nomor 9 ?ahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun
2OXX tentang Standar Teknis Pemenuhan Standat Pelayanar Minimal
Kesehatan.
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C. Ruang Lingkup
Standar telmis pemenuhan Mutu Pel,ayanan Dasar pada SPM

Kesehatan meliputi:
1. standarjumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. standar jumlah dan

kesehatan;
personil/sumber daya marusia

3. petunjuk teknis atau tata pemenuhan standar; untuk setiap jenis
pelayanan dasar pada
daera-h kabupaten, mau

kesehatan, baik di tingkat pemerintah
di lingkar pemcrinrah kecamatan
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BAB II
STA.ITDAR PELAYAITAT MIITI}iAL

A. JEITIS PELAYAI{AX

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang

diselenggarakan oleh Badar l,ayanan Umum Daerah Pusat Kesehatan

Masyarakat yang telah di tetapkan SPM nya oleh daerah. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2Ol8 tentang Standar Pelayanan

Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 6 Tahun 20xx tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar

Pelayanan Minimal Kesehatan maka Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan terdiri dari 12 jenis layanan dasar yaitu:

Setiap ibu hamil
mendapatkan
pelayanal
antenatal sesuai
standar
Setiap ibu
bersalin
mendapatkan
pelayanan
persalinan sesuai
standar

3 klayanan
lelntan bayi baru
lahb

Setiap bayi baru
lahir
mendapatkan
pelayanan
kes€hatan
neonatal sesuai
standar

Setiap anak Pada
usia pendidikan
dasar
mendapatl<ari
pelayanan
kesehatan sesuai
standar

No Jenis l,ayanan
Dasat

Mutu Layanan
Dasar

Penerima
Layanan
Dasar

Pernyataan
Standar

1 Hayanan
I(eeetsmr Ihr
tlamil

S€srai s dar
@,anananElatal

Ibu hamil

2 klalanan
lcd|atan ibr-r

bssalin

Sesuai sandar
pe:alanan persafinan

Ibu bersalin

Sesuai sardar
pdalanan }Gehahn
bayr tEru laht

Bayi baru
lahir

4 hbranan
keshatan balita
(12-59 bulan)

Sesai stardar
pelalEnan lcsehatan
batita

Balita Setiap baiita
mendapatkan
pelayanan
kesehatan sesuai
stardar

5 ftlaJanan
ke€*ratan Fda
usb pqdii1<an
dasar

Sesrai grdar
peiayanan kedratan
usia po'didrlqn
dasar

Anal pada
usia
pendidikan
dasar
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Setiap warga
negara lndonesia
usia 60 tahun
atau lebih
mendapatkan
pelayanan
kesehatal sesuai
standar
Setiap penderita
hipertensi
mendapatkan
pelayalan
kesehatan sesuai
standar
Setiap penderita
Diabetes Melitus
mendapatkan
pelayanan
kesehatan sesuai
standar

l2 Pelayanan
kesehatan orang
dengan risiko
Terinfeksi Virus
yang
melemahkan
daya tahan
lubuh (lTuman
Immunodefi.ciencg

No Jenis I-ayanan
Dasar

Mutu Layanan
Dasar

Penerima
Layanan
Dasar

Pemyataan
Standar

Pelayanan
kesehatan pada
uaia produktif

Sesuai standar
pelayanan
kesehatan usia
produkif

Warga
negara
Indonesia
usia 15-59
tahun

Setiap warga
negara Indonesi
usia 15-59 tahun
mendapatkan
pelayalan
kesehatan sesuai
standar

7 Pelayanan
kesehatan pada
usia lanjut

8 Pelayanarr
kesehataan
penderita
hipertensi

Sesuai standar
pelayanan
kesehatan usia
lanjut

Warga
negara
Indonesia
usia 60
tahun atau
lebih

Penderita
hipertens
i

Pelayanan
kesehatan
penderita
Diabetes Melitus

Sesuai standar
pelayanan
kesehatan
penderita
Diabetes Melitus

10 Pelayanan
Kesehatan
Orang Dengan
Gangguan Jiwa
(ODGJ) berat

Sesuai standar
p€layanan
kesehatan orang
dengan gargguan
jiwa berat

Orarg
dengan
ganggua
n jiwa
berat

Setiap orang
dengan gangguan
jiwa berat
mendapatkan
pelayanan
kesehatan sesuai
standar

l1 Pelayanan
kesehatan orang
terduga
tu berku losi s

Sesuai standar
Pelayanan orang
terduga
tuberkulosis

Ora-l,Ig
terduga
Tuberkulosi
s

Setiap orang
terduga
tuberkulosis
mendapatkan
pelayanan
kesehatan sesuai
standar

Sesuai staldar
pelayanan
kesehatan
kepada orang
dengan risiko
terinfeksi HIV

Orang
berisiko
terinfeks
i HIV

Seliap orang
Dengan risiko
Terinfeksi HIV
mendapatkan
pelayanan
kesehatan sesuai
standar

9

6.

Sesuai standar
pelal'anan
kesehatan
penderita
hipertensi

Penderita
Diabetes
Melitus
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B. PROSEDI'R PELAYATAT

a, Pengumpulan Data

Pengumpulan data mencakup jumlah dan identitas

lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan atau
jasa kebutuhal dasar secara minimal sesuai dengan jenis

pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasamya. Kemudian data

yang juga perlu dikumpulkan pada tahapan pertama ini adalah

terkait dengan jumlah barang dalr atau jasa yang tersedia,

termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Pengumpulan dan pendataan harus sesuai dengan

standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target lOO9/o

dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun. Hasil

pendataan yang dilakukan oleh OPD diintegrasikan dengan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Untuk urusan pemerintahan bidang Kesehatan, pada

tahapan pengumpulan data, ada beberapa format yang telah

disediakan dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2021,

diantaranya sebagai berikut :

1. Form 2-A.2 Rekapitulasi Penduduk Untuk Pelayanan Dasar

Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota

2. Form 2.A.3 Rekapitulasi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan

Sumber Daya Manusia Kesehatar Daerah Kabupaten/Kota
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REKAPTTUIII.SI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN KTCAMATAN A TAHUN 2OXX

c

MELITI]S (uLosls

3322tB8321i
32 335 30132073185

2113122633

"29 5231261352

15 r213 205111
E

12

4103

2001

2452

----f---
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REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KECAMATAN A

TAHUN 2OXX

DOKTER, 3IOAN, PERAWAT,TENACA KESEHATAN LAI]!NYA 2,30,2t,1oI

1,1.01 BIDAN, PERAWAT,TENAGA I( ESEHATAN LAINNYA
B

2,0.o3IDAN, PERAWAT,TENACA XESEHATAN LAINNYA
c

3IDAN, PERAWAT,TENAGA (ESEHATAN I.AINNYA 2.OO1

3IDAN, PER WATTENAOA (ESEHATAN I-AINNYA1

2,00BIDAN, PERAWAT,TENACA KESEHATAN LAINNYA

I



-14-

b. Pcrhltulga! Kebutuhan Pcloenuhal PelaFDla D...t
Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap

ketersediaan barang dan atau jasa darl sarana dan atau prasarana

berdasarkan iumlah warga negara penerima dan mutu pelayanan dasar

sesuai dengan standar teknis SPM.

Data ketersediaan diperoleh dari pihak BUMN/BUMD' Iembaga

non pemerintah, masyarakat dan atau pemerintah daerah' Hasil

penghitunga! digunakan untuk menjrusun kebutuhan pemenuhan

pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya'

Perangkat Daerah menghitung wa.r8a negara penerima pelayanan

dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan atau jasa yang telah

tersedia. Warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu

dikarenakan: miskin atau tidak mampu; sifat barang dan atau jasa yang

tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri; kondisi bencana; dan atau

kondisi lair yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri'

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehata'n tGbupaten/Kota'

pada tahapan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar'

terdapat format yang telah disediakan dalam Permendagri Nomor 59

Tahun 2021 , Yaitu sebagai berikut :

1. Form 2.B.4 Penghitungan Kebutuhan Alat Kesehatan' Bahan Medis

Habis Pakai, Obat, Vaksin dan Perlengkapan Untuk Pelayanan Dasar

Kesehatan Daerah thbuPaten / Kota

2. Form 2.B.5 Penghitungan Kebutuhan SDM Kesehatan Untuk Pelayanan

Dasar Daeralt Kabupaten/ Kota.
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FORM 2.8,4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABTS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAIA TAHUN 2OXX

NO ]ENI5 LAYANAN DASAR BARANC JUMLAH KEBUTUHAN IUMTAH TERSEDIA
SATUAN (Rpl

IUMLAH
BIAYA IRp]

KETERANCAN

2 3 5 6 7 I 9

I Pe avanan Kesehatan bu Ham 221,610

2 Peavanan (eehatan bu BeBa i
l P.ayanan r€sehatan Bay Baru Lah r 74717 12503

Perayanan Kesehatan Bal t

Pelayanan Kesehatan Pada Ula Penddrkan Dasaf5 226226

6

,7
Peayanan Kesehatan Pada,rs a Lanl!t 1142?5 57,295

8 Pe aya4an [eseharan Penderta N penens

Pe avanan (eseharan Pender t. oabere Melrus

l0
Pe.*ntase 006l berat yan8 mendapatk.n
p€lry.n.n l@*h.t n

Kesehatan

t2

KeEhatan OEnB Dengan R slo
Virus Yam Meemahkan Daya

T0buh

1E!man mmunoderrciency Vrut

11,336

SELISIH

Pe.geolaan Pelayanai keehatan pada Us a
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FORM 2.8.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAIRAH KECAMATAN A

TAHUN 2OXX

55DOKIER SPESIALIS OBSTMRI DAN GINEXOLOCIj PELAYANAN KE6EITATAN IBU HAMIL

22DOKIERUMUM

24228rBIOAN

151146

21TENA6A KEFARMASIAN

2ATENACAGIZI

55DOh'TER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLO6IPELAYANAN KESEHATAN IBU EERSALIN

22DOKTER UMIJM

242231BIDAN

135 151

TENA6A I(EFAR MASIAN

1428TENA64CIZI

DOKTER SPESIALISANAKP!LAYANAN XESEHATAN BAYI BARU LAHIR

t6z2DOKTERUMUM

2At 442

151

NO

1

TENISI"AYANAN DASAR

2

]ENISSDM KESEHATAN IUMLAH XEBUTUHAN

__-__-7-
IUMLAH

TERSEDIA
SELISIH

6

l,'



.17 -

TTflACA X EFARMASIAN ?l

TEN46A PROMOSI IGSElIATAN DAN ILMU

TENACAGIZI 2l

PELAYANAN XESElIATAN sALITA OOKTERUMUM 2?

BIDAN 2Al 212

l5l

TENACACIZI

PELAYANAN KESE'IATAN PADA USIA
DO(TIRUMUI{ 2l

DOKTERCICI 22

BIDAN 2al

l5l
TENACAOIZI 2l

TEN A6A (EFARiIASIAN

TENAOA I(ESEHATAN MA'ARAI(AT

PELAYANAN (ESEHATAN PADA USIA PRODUKfIf DOI|TERUMUM 22

l5r

BIDAN 2at
::1

T€NACA K[SEHATAN MASYARA(AT

PELAYANAN I(ESEIIATAt{ PADA USIA TINIIT DOKTERUMUM 22

241 242

151

TENACACIZI 7l
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TENAGA XESEHATAN I'IASIARAKAT

PELAY ANAN KESEHATAN PIiNDERITA
HIPERTENSI

22

231

151

TENA611OIZI 2A t4

TENACAPROMOSI KESEHATAN DAN ILMI]
PERILA(U

TENACA KEFAiMASIAN 29 2L

TENACA (ESEHATAN MASIARAKAT

PELAYANAN XESEXATAN PEND ERITA DIABETf,S
MELITI]S

DOt(TERUMUM 22

BIDAN 241 24?

135 151

TENAGA I(EFARMAsIAN 2t

TENA6ACIZI 23

TENACA KESIHATAN MASYAFAKAT

AI]Lt TEKNOLOCI I,ABORATORIUM MEDIX
(ATLM]

56

PELAYA NAN I(ESEHATAN ORANC DENCAN
CANCCUAN JIWA [ODCJ] BER-AT

DOIITERUMUM 22 16

TINACA I(ESEHATAN YANC MDMII,I(I
I(OMPETENSI DAN (EWENANCAN D! BIDANC

PELAYANAN (ESEHATAN ORANG TERDUCA
TUBERKULOSIs

DOKTIRSPESIALlS DALAM

DOXTERSPESIALISPARU 1

22 22

l1
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DOKTERUMUN 22

151

)1

TENAGA (ESEHATAN MASYANA(A1' 30

ANALISI TEKNIK LABORATORIU]\4 MEDIK 56 56

t: PELAYANAN KESEHATAN ORANG D ENCAN
RISII{O TERINTEKSIHIV

DOKTER SPESIALIS PENYAXIT DAIAM

DOKIERSPESIALIS KULIT DAN KELAMIN 1

DOKIERUMUM 22

151

BIDAN ?41 242

ANAI,IS TEKNI( LABORATORIUM MEDI( (ATLM) 56

TENA6A (ESEHATAN MASYA&AIiAT
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c. PenJrutuna[ Reicana Pemenuhatr PelaSranan Darar

Pemerintah daerah menJrusun rencana pemenuhan pelayanan

dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhal yang dimuat dalam

dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan

penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan

penghitungan kebutuhan ke dalam rencana strategis (renstra)

Perangkat Daerah dan rencana keda {renja} Peralgkat Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan pelayanan dasar

merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan pelayanan dasar

yang dimuat dalam dokumen renja Perangkat Daerah dilakukan pada

saat perumusan meliputi: hasil evaluasi renja Perangkat Daerah

tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi

pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; tujuar dan sasararl

Perangkat Daerah, khususnya dikaitlan dengan penjabaran

kebdakan Pe.angkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan

renja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan

program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaal

yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Bappeda memastikan program dan kegiatan pemenuhan

pelayanan dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, renstra Perangkat

Daerah, RKPD dan renja Perangkat Daerah. Perangkat Daerah

memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan

pelayanan dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, renstra

Perangkat Daerah, RKPD dan renja Perangkat Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan anggaran

program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar tercantum dalam

APBD. Dalam memastikan angga.ran program dan kegiatan,

didasarkan pada rencana pemenuhan pelayanan dasar.

Untuk Urusan Pemerintahan Bidalg Kesehatan

Kabupaten/Kota. Pada tahapan penyusunan rencana pemenuhan

pelayanan dasar, terdapat format yang telah disediakan da.lam

Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, yaltu sebagai berikut:

1. Form 2.C.3 Penyusunan Rencana Pemenuhan Untuk pelayanan

Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten/ Kota

2.Form 2.C.4 Penyusunan Rencana pemenuhan Untuk pelayanan

Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana Strategis
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FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMf,NUHAN UNTUK PELAYANAN DASARKESEHATAN DAI-AM DOKUMINRENCANA PTMBANCUNAN JANGKA
MININGAH DAERAH (ECAMATAN ATAHUN 2OXX

I
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FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN A TAHUN 2OXX

')
.l
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d. Pclatrattaan Pamonuhan Palryanan lhtar
Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan

pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan

pelayanan dasar. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian

program dan kegiatan berdasarkan data jumlah prenerima pelayanan

dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan

barang dan atau jasa yang dibutuhkar dan atau melalukan keia

sama daerah. Dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar bagi

warga negara, pemerintah daerah dapat membebaskan biaya untuk

memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang berhak

memperoleh pelayanan dasar secala minima.l, dengan

memprioritaskan bagi masydakat miskin atau tidak mampu; dan atau

memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan atau

jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya. Penyediaan bararg

dan atau jasa yang dibutuhkan diterapkan sesuai dengan standar

teknis SPM. Kemudian selanjutnya, kerja sama daerah dilakukan oleh

pemerintah daerah untuk pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

lhbupaten/Kota. Pada tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan

dasar', terdapat format yang telah disediakan dalam Permendagri

Nomor 59 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Form 2.D.2 Capaial Pelaksanaan Untuk Pelayanan Dasar

Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota

2. Frolx. 2.8.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Daerah kabupaten/ Kota
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CAPAIAN P€NERIMALAYANAN DA9AR ITAHT]N N)

Pe ayanan Kesehatan bu Bamt

: Pelayanan (esetatan rb! Be6aLn 121,150,000

Pelayanan xeehatan Bay 8.ru Lah r

PeLavanan Keehatan Sa ta 7,257,525,$A

5 Pe ayanan Kesehatan Pada Usa Pendrd lcn Dasar

PenSeloaan pe ayanan Kesehatanpada usia Prcdultif 64353

P€avanan K€sehatan Pada L,!a L.niu!

Pelayanan xeeh.tan Pendenta ri penens
12569

Pendenta DEbetes

Pereentase ODGI berat yanS mendapatkan pelayanan

kesehatanlNase5ua standar

Pelayana. Kesehatan oEnE D€ngan 3!l@TernfeGr
Vrus YanBMeemahkan Oaya Tahan TubLh Manusa

lFuman mmunodenc,ency v ru,

FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH
KECAMATAN A TAHUN 2OXX
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TORM 2.8.2 REKAPITULASI CAPAIAN SIANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH
KECAMATAN A TAHUN 2OXX

IENIS PETAYANAN OASAR {SPM XA8/TOTA)

(x)

3 5 a

P.lsv...n xe*hatan lbu H.m I 45.16 141956

Pelay.n.n (e*haran rbu t rln 5135

F.lry.n.n rcshat .8.Y 3..u Lahr 5593

P.l.yanln l(.lh8tan 0.1 ta al33

P.l.v.n.n x.rhlt . Pada ula Psdldrk.n ra60tl

Pena.ol..n Pe.y.n.n KeFhnan prda usa Produltl

p.ayanai Kerehetai PEd. Lrna Lanlut 21900

pelayanrn &5ehatan P€ide.ta 8rpeft ens 12569

Pelavanan Kesehatan Pend€nte oabetes Meltus

per*nta* oDGl ber.t yam o€ndaoatkan pehva^ao

teFhrt.nlrw. rru. !t.^d.r
20930

pelayanan K.Phran OE^8T€du8a tube*u ois
3132

75 55
?3154

Peayanan Ke*halan orang oenaan A6rko Ter.lek!
virus Ya.sMeremahran D.ya Taha. Tlbuh Manura

{Human mmunodefic ency !a/u,
7997 99:5

16,07

45026



C. STAICDAR PELAYANAN MINIMAL PUSNESMAS

1. Pelayanan Ke3ehatan Ibu Hamil

1. Standar Jumlai dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO BARANG JUMLAH FUNGSI

1 Pencegahan tetanus
pada ibu dan tetanus
pada bayi saat
persalinan

2 Tablet tambah darah 180 tablet x
jumlah ibu
hamil

Pencegahan anemia
defisiensi besi dan
defisiensi asam folat

3 Alat deteksi risiko ibu hamil

a. Tes kehamilan Sejumlah ibu
hamil

Mengetahui hamil
atau tidak

b. Pemeriksaan Hb Sejumlah ibu
hamil

c Pemeriksaan
golongan darah

Sejumlah ibu
hamil

Mengetahui golongan
darah ibu hamil
sebagai persiapan
mencari pendonor
darai bita
terjadi komplikasi

d Pemeriksaan
glukoprotein
urin

Sejumlah ibu
hamil x
150/o

Mengetahui diabetes
dan risiko pre eklamsi
dan eklamsi

e Skrining
triple
eliminasi
dengan tes
cepat:
. Hepatitis B
. HIV
. Sifilis

Sejumlah ibu
hamil

Deteksi dini hepatitis
B, HIV, sifrlis pada ibu
hamil untuk
tatalaksana
pencegahan
penularan
dari ibu ke bayi

I Kartu ibu/rekam
medis ibu

Sejumlah
ibu hamil

Form rekam medis
bagi ibu

5 Buku KIA Sesuai
kebutuhan

Pencatatan
kesehatan ibu
dal alak
sampai umur 6
tahun
Media KIE bagi
ibu dan
keluarganya

6 Media KIE Sesuai
kebutuhan

Informasi kesehatan
KIA untuk ibu, anak
dan keluarga

-24-

Vaksin Tetanus
Difteri (Td)

sejumlah
sasaran ibu
hamil x 809/0

Mengetahui anemia
atau tidak
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NO BARANG JUMLAH FUNGSI

7 Gel USG (untuk
Puskesmas yang
memiliki alat USC)

Sesuai
kebutuhan
(umumnya
gel USG
ukuran 250
ml untuk 15-
20
pasien)

Membantu
mendeteksi
gelombang suara
yang bergerak
Mencegah
tedadinya
gesekan

antara kulit dan
transducer

1/ 15 x
sasaran ibu
hamil

. Standar Jumtah dan Kualitas Personil/SDMK terdiri atas:

a. dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekotogi;

b. bidan;
c. perawat;
d. tenaga kefarmasian;
e. tenaga gizi.

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a. Pernyataan Standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai sta.ndar.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan peLayanan

kesehatan ibu harnil sesuai staldar kepada semua ibu hamil di

wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan antenatal sesuai

standar yang diberikan pada ibu hamil yang meliputi:
1) standar kuantitas.
2) standar kualitas.

c. Mekanisme Pelaksanaan
1) Penetapan sasaran ibu hamil dan ibu bersa-Iin di wilayah

kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi

BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan

mempeitimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang tedamin
validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2) Standar kuantitas adalah kunjungan 6 kali selama periode

kehamilan (K6) dengan ketentuan:
a) satu kali pada trimester pertama.

b) dua kali pada trimester kedua.
c) tiga kati pada trirnester ketiga.

3) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan oleh Tenaga Medis

dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan

kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau

dokter spesialis obsteki dan ginekologi pada trimester pertama

dan ketiga. Pelayanan kesehatan masa hamil yang dilakukan
dokter atau dokter spesialis obstetri dan Sinekologi termasuk
pelayanan ultrasonografr (USG) oleh Puskesmas atau fasilitas
kesehatan tingkat pertama milik pemerintah.
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Puskesmas yang belum dapat meLalsanakan pelayanan

kesehatan masa hamil sesuai standar, termasuk pelayanan

ultrasonografi maka Puskesmas dapat melakukan rujuk'n
horizontal kepada fasyankes lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T

dan pelayanan ultrasonografi. Adapun 10 T meliputi:
a) pengukuran berat badan dan tinggi badan;

b) pengukuran tekanan darah;
c) pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILAh

d) pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
e) penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ) ;

f) skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi

tetanus difteri (Td) bila diperlukan;
g) pemberian tablet tambah darah setiap hari selama masa

kehamilan;
h) tes laboratorium;
i) tatalaksana/penanganan kasus; dan
j) temu wicara (konseling).

d. Penghitungan Pencapaian SPM

1) Definisi Operasional Capaian Kinelja
Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam

memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinitai dari cakupan

pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya

dalam kurun waktu satu tahun.
2) Rumus Pengfritungan lndeks Pencapaian SPM (lPsen)

a) Penghitungan persentase penerima layanan dasar

Jumlah ibu hamil Yang
mendapatkan Pelayanan antenatal
sesuai standar di wilaYah kefa
kecamatan tersebut dalam kurun
waltu satu tahun (nominator)

Persentase
ibu hamil
mendapatkan
pelayanan
Kesehatan
ibu hamil

x 1000/.
Jumlah sasaran ibu bersalin di
wilayah keda kecamatan
tera€but dalam kurun waktu
satu tahun Yang sarna

Catatan:
(1) Nominator yang dihitung adalah ibu hamil yang telah selesai

menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun

b€iafan.
(2) Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya

pada akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai nominator

akan tetapi dihitung sebagai nominator dan denominator pada

tahun berikutnya.



(3) Ibu yang mengalarni abortus atau pa,rtus prematurus dan
meninggal saat hamil tidak dihitung sebagai sasaran
(nominator darr denominator).

2. Pelayanan Kesehatan lbu Bersalia

l. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK meliputil
a. dokter/doliter spesialis obstetri dan ginekologi;
b. bidan;
c. perawat;
d. tenaga kefarmasian;
e, terraga gtd.

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a. Pernyataan Standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai
standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib
memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota
tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian
Pelayanan Kesehatan [bu Bersalin adalah pelayanan yang
diberika! pada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi:
1) persalhan normal.
2) persalinan komplikasi.

c. MekanismePelaksanaal
'l ) Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota

dalarn satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau
data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan
estimasi dari hasil survei/riset yang te{amin validitasnya,
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

NO BARANG JUMLAH FUNGSI

1 Formulir
partograf

Sejumlah sasaran
ibu bersalin

Instumen
pemantauan
persalinan

2 Kartu ibu
(rekam medis)

Terintegrasi dengan
ibu hamil

Form rekam medis
bagi ibu

3 Buku KIA Terintegrasi
dengan ibu
hamil

. Pencatatan
kesehatan ibu dan
anak sampai umur
6 tehun

. Media KIE bagi ibu
dan keluarganya

Media KIE Sesuaikan media
dan sasaran

Pesan informasi
kepada ibu, anak dan
keluarga

4.



.32-

2) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan
Normal (APN) sesuai standar.
a) Persalinan dilakukan di fasyankes.
b) Persalinan sebagaimana dimaksud dilalukan oleh tim

paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Medis dan 2 (dua)

orang Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan

kewenangan, yang terdiri dari:
(1) dokter, bidan dan Perawat; atau
(2) dokter, dan 2 bidar

c) Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di
fasyankes sebagaimana dimaksud di atas, persalinan

tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling
sedikit 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan, yang terdiri
atas bidan dan perawat atau 2 (dua) orang bidan.

d) Keterbatasan akses sebagaimana dimaksud meliputi:
(1) Kesulitan dalam menjangkau fasyankes karena

jarak dan/atau kondisi geogafis; dan
(2) Tidak ada Tenaga Medis.
(3) Standar persatinan komplikasi mengacu

Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku
Saku Pelayanan Kesehatar lbu di fasyankes dasar
dan rujukan.

d. Penghitungan Pencapaian SPM

1) Definisi Operasional
Capaian kineia Pemerintah Daerah kabupaten/kota
dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin

dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin

sesuai standai di wilayah kerjanya dalam kurun waktu
satu tahun.

2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (lPser',!)

a) Penghitungan persentase Irnerima layanan dasar

Jumlah ibu bersalin Yang
mendapatkan pelayalan persalinan
sesuai standar di fasyankes di
wilayah kerja kecamatan tersebut
dalam kurun waktu satu tahun

Persentase
ibu bersalin
yang
mendapatkan
pelayanan
persalinan

x 1009/"

Jumlah sasaran ibu bersalin di
wil,ayah keda kecamatan
tersebut dalam kurun waldu
satu tahun yang sama



3. Pelayanaa Nesehatan Bayl Baru Lahtr

l. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO BARANC JUMLAH FUNGSI

I Vaksin hepatitis B
dosis tunggal
lprefilled sAringe|.

Sejumlah
sasaran bayi
baru lahir.

hepatitis B

2 Vitamin K1 injeksi Sejumlah
sasaran bayi
baru lahir.

perdarahan

3 Salep/tetes mata
antibiotic.

Sejumlah
sasaran bayi
baru lahir.

Pencegahan mata
infeksi

I Formulir bayi baru
lahir.

SejumLah
sasaran bayi
baru lahir.

Pencatatan hasil
pemeriksaan fisik bayi
haru lahir.

Formulir
Manajemen
Terpadu Bayi Muda
(MTBM).

Sejumlah 3 x
sasaran bayi
baru lahir.

Pencatatan hasil
pemeriksaan bayi baru
lahir dengan
menggunakan
pendekatar MTBM
untuk bayi sehat dan
sakit.

6 Buku Kesehatan
lbu Anak (KIA).

Terintegrasi
dengan ibu
hamil.

. Pencatatan kesehatan
ibu dan anak sampai
umur 6 tahun.

. Media KIE bagi ibu dan

7 Media promosi
Komunikasi
Informasi dan
Edukasi KI

Pesan
kesehatan:
bayi baru lahir

KIE bagi ibu dan
keluarganya.

2. Standar Jumtah dan Kualitas Personil/SDMK meliputi:

a. dokter/ dokter sPesialis arla-k;

b. bidan;
c. perawat;
d. tenaga kefarmasian;
e. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;

f, tenaga gizi;
g. kader kesehatan.

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a. Pemyataan Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal

esensi"l sesu"i standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib

memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir s€suai standar

kepada semua bayi usia O-28 hari di wilayah kedanya dalam kurun
waktu satu tahun.

b. Pengertiar
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir adalah pelayanan kesehatan

yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar, yang mencakup:

5.
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1) Standar kuantitas.
2) Standar kualitas.

c. MekanismePelaksanaan
1) Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota

dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil
yang diyakini benar, dengan mempertimbangkarl estimasi dari
hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

2) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama

periode neonatal, dengan ketentuan:
a) kunjungan neonatal 1 (kn1) 6 - a8jam.
b) kunjungan neonatal 2 (kn2) 3- 7 hai.
c) kunjungal neonatal 3 (kn3) 8 - 28 hari.

3) Standar kualitas:
a) Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam) Perawatan

neonatal esensial saat lahir meliputi:
(l) pemotongan dan perawatan tali pusat.
(2) inisiasi menyusu dini (imd).
(3) injeksi vitamin k1.
(4) p€mberian salep/tetes mata antibiotik'
(5) pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis bO)'

b) Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari)'
Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
( I ) konseling perawatan bayi baru lahir dan asi eksklusif'
(2) memeriksa kcehatan dengaJr menggunal<an

pendekatan mtbm.
(3) pemberian vitamin kl bagr yang lahir tidak di

fasyankes atau belum mendapatkan injeksi vitamin k I -

(4) imunisasi hepatitis b ir{eksi untuk bayi usia < 24jam
yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan'

(5) penanganan dan rujukan kasus neonatal

komplikasi.
d. Penghitungan Pencapaian SPM

1) Definisi Operasional Capaian Kerja
Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam

memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari

cakupan jumLah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang

mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai

standar di wilayah kerjanya dalam kurun waldu satu tahun'
2l Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM

a) Penghitungan persentase penerima layanan dasar

Jumlah bayi bsru lahir usia 0-28 hai
Jsng m.ndapatkan Pclayanan
lcschatd bayi baru lahir ssuai
d.ngan stande dalam kurun ealtu

bnt Jumlah sala,a bayi bqru lahn di
wilayah k€rja kabupaten/kota
tcrclbut dalam kunrn waktu satu

xl00/,,



4. Pela!,anan Nesehatan Ballta

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO BARANG JUMLAH FUNGSI

1 Kuisioner Pra Skrining
Perkembangan (KPSP)
atau instrumen standar
lain yang berlaku

Sesuai
kebutuhan perkembangan

balita

2 Formulir Deteksi
Dini Tumbuh
Kembang (DDTK)

Sesuai
kebutuhan

Pencatatan hasil
pelayanan

Buku KIA Sejumlah
sasaran ibu
hamil + jumlah
balita yang
tidak
mempunyai
buku KIA

Media informasi
dan pencatatan KIA
sampai dengan
umur 6 tahun

+ Vitamin A biru Sesuai standar
6- 1 1 bulan

Fungsi Vitamin A:
Meningkatkan daya

5

6

Vitamin A merah

Vaksin imunisasi dasar:
o BCG
. Polio tetes
o IPV (Polio suntik)
o DPT-HB-Hib
o Campak Rubela .)

Untuk pemberian
vaksin pada Bayi,
Baduta dan Balita
sesuai dengan
jadwal Imunisasi
pada buku KIA

12-59 bulan

12 - 59 bulan
Sesuai standar

tahan tubuh
(mencegah kesakitan
berulang) dan
mencapai
perkembangan
optimal,
Baik untuk
Kesehatan mata,
mencegah rabun
senja, xeroftalmia,
kerusakan komea
dan kebutaan.
Fungsi Vaksinasi
imunisasi:
Meningkatlan
kekebalan tubuh.

3.
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Vaksin imunisasi
Lanjutan: anak bawah
Dua Tahun (Badutal
DPI-HB-Hib,
Campak Rubela *)

Untuk pemberian
vaksin pada Bayi,
Baduta dan Balita
sesuai dengan jadwal
lmunisasi pada buku
KIA

8 Jarum suntik dan BHP Mendukung
pelaksanaan kegiatan
pelayanan Kesehatan
Balita.

9 Peralatan
anafilaktik

Pengobatan
bila te{adi
syok

anafilaktik akibat
penyuntikan.

10 Formula terapi gizi
buruk

Pengobatan bila
teladi kasus gizi
buruk pada balita.

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK
a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

1) dokter;
2) bidar;
3) perawat;
4l tenaga gizi.

b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:
l) guru PAUD
2) kader kesehatan

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a. Pernyataan standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai stardar.
Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan
kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kela
kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian
Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada anak berusia O-59 bulan sesuai standar meliputi:
1) pelayanan kesehatan balita sehat.
2) pelayanan kesehatan balita sakit.

c. MekanismePel,aksanaan
1) Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu

tahun menggunakar data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini
benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset
yang tedamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2) Pelayanan kesehatan balita sehat ada.lah pelayanan pemantauan
pertumbuhan dan perkembargan menggunakan buku KIA dan
skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan
alat deteksi dini perkemba-ngan anak, meliputi:

7



a) Pelayanan kesehatan balita usia 0-l I bulan:
(1) penimbangan minimal I kali setahun.
(2) pengukuran panjang/tinggi badan minima.l 2 kali/tahun.
(3) pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
(4) pemantauan perkembangan minimal 4 kali/tahun.
(5) pemberian kapsul vitamin a pada usia 6-11 bulan I kali

setahun.
(6) pemb€rian imunisasi dasar lengkap.

b) Pelayanan kesehatan balita usia l2-23 bulan:
( I ) penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali

dalam kurun waktu 6 bulan).
(2) pengukuran panjang/tinggl badan minimal 2 kali/tahun.
(3) pengukuran tingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
(4) pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
(5) pemberian kapsul vitamin a sebanyak 2 kali setahun.
(6) pemberian imunisasi lanjutan anak baduta.

c) Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan:
(1) penimbangao minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali

dalam kurun waktu 6 bulan).
(2) pengukuran tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
(3) pengukuran lingkar kepala minimal I kali/tahun.
(4) pemantauan perkembangan minimal 1 kali/ tahun.
(5) pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.

d) Edukasi dan informasi-
3) Pelavanan kes€hatan balita sakit adalah pelayanan balita

menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit {MTBS).
d. Penghitungan Pencapaian SPM

1) Definisi Operasional
Capaian kineda Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalarn
memberikan pelayanan kesehatan balita usia O-59 bulan dinilai
dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita
sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (lPseu)

Indeks

Pencapaian =
SPM (IPSPM)

96 IP Mutu Minimal

Layanan Dasar X Bobot

7o IP Penerima

t ayanan Dasar x

Bobot Penerima

layanar Dasar (80)

Mutu Minimal l,ayanan

Dasar (20)
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a) Penghitungan Persentase Penerima Layanan Dasar

Cakupal
pelayanan
kesehatan
balita
sesuai
standar

Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang
mendapat pelayalan kesehatan
sesuai stardar I +jumlah balita usia
24-35 bulan mendapathan pelayanan
kesehatan sesuai standar 2 + balita
usia 36-59 bulan mendapakal
pelayanan sesuai standar 3

x 100%

.lumlah tralita usia 'l2-59 bulan
di wilayah kerja kecamatan
tersebut pada kurun \ .al<tu satu
tahun yang sama

Catatan:
(1) Balita yang belum mencapai usia 1 tahun di al<hir tahun

berjalan, tidak di hitung sebagai cakupan. Perhitungan
balita usia 0-11 bulal dilakukan setelah balita berulang
tahun yang pertama (balita genap berusia 7 t2.hunll2
bulan).

(2) Balita yang belum mencapai usia 24 bulan di akhir tahun
berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 24-35
bulan. Perhitungan dilakukan setelah berulang tahun yang
kedua (balita genap berusia 2 tahun/24 bulan).

(3) Balita yang belum mencapai usia 36 bulan, di akhir tahun
be{alan tidak di hitung sebagai cakupan batita usia 36-59
bulan. Perhitungar dilakukan setelah berulang tahun yang
ketiga (balita genap berusia 3 tahun/36 bulan)

5, Pelayanan Kesehatan Pada Usla Pendldikan Dasar

l. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO BARANG JUMLAH FUNGSI

- Pencatatan hasil
pemeriksaan
kesehatan; dan

- Media KIE

1 Form
pencatatan /
buku rapor
kesehatanku

Sesuai jumlah peserta
didik di
sekolah/madrasah/
pesantren

2 Form
Pencatatan/
buku
pemantauan
kesehatan

Sesuai jumlah anak usia
pendidikan dasar di luar
satuan pendidikan dasar
seperti di parti/LKSA,
lapas/LPKA dan
Posyandu remaia

- Pencatatan hasil
pemeriksaan
kesehatan darr

- Media KIE

3 Kuesioner
skrining
kesehatan

Sesuai jumlah anak usia
pendidikan dasar

- Pemeriksaal
kesehatan usia
pendidikan dasar
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2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK
a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

1) dokter/doker gigi;
2) bidan;
3) perawati

4 Formulir
rekapitulasi hasil
pelayanan
kesehatan usia
sekolah dan
remaja di
dalam sekolah

Sesuai kebutuhan dengan
mempertimbangkan
jumlah anak usia
pendidikan dasar per
sekolah/madrasah/
pesantren

- Umpan balik hasil
slrining/ penjarin
gan kesehatan ke
sekolah/
madrasah/
pesaitr:en

- pencatatan dan
pelaporan

Formulir
rekapitulasi hasil
pelayanan
kesehatan usia
sekolah dan
remaja di luar
sekolah

Sesuai kebutuhan dengan
mempertimbangkan
jumlah panti/LKSA,
lapas/LPKA dan
Posyandu remaja per
Puskesmas

- Umpan balik hasil
skrining/penjarin
gan kesehatan di
panti/LKSA,
lapas/LPKA dan
Posyandu remaja

- Pencatatan darr
pelaporan

6 Tablet tambah
daral pada
remaja putri
kelas 7-9 dan
usia 12-17
tahun diluar
sekolah

Jumlah remaja putri
kelas 7-9 dan usia 12-17
tahun diluar sekolah
dikalikan
52 tablet dan
mempertimbalgkan
ketersediaan stok opname
yang ada di gudang
farmasi kabupaten /kota

- Pencegahan
anemia pada
remaja putri kelas
7-9 dan usia 1217
tahun diluar
sekolah

7 . Alat
pemeriksaan
Hb

. Strip Hb
sasaran
remaja putri
kelas 7

Hematologi analyzer di
Puskesmas dan Hb meter
untuk skrining anemia di
sekolah SMP/sederajat

- Untuk mengetahui
status anemia
pada remaja putri
kelas 7, dilakukan
pada saat
penjaringan

- Bila
ditemukan

anemia,
dilakukan
rujukan ke
fasyankes untuk
intervensi sesuai
dengan tata
laksana.

8 Media promosi
kesehatrn

Media khusus remaja
sehat

- Pesan: kesehatan
remaja

9 Vaksin
Carnpak
Rubela, DT, Td
untuk
pelaksanaan
Bulan
Imunisasi Anak
Sekolah (BIAS)

sesuai standar kebutuhan
bag seluruh sasarar
kelas 1 SD, kelas 2 SD
dar kelas 5 SD dan anak
dengan usia setara.

- Memberikan
kekebalan tubuh

dari penyakit
Campak, Rubela,

Difteri dan
Tetanus

5.
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4) tenaga gizi;
5) tenaga kefarmasian;
6) tenaga kesehatan masyarakat.

b. Tenaga non kesehatan terliatih atau mempunyai kualifikasi
tertentu:
1) guru
2) kader kesehatan /dokter k*rl/peer cr;nselor

SDM KesehatanKegiatanNo

1 Skrining kesehatan

- Guru
- Tenaga pendamping di laPas/LPKA
- Tenaga pendamping/pekerja sosial

di panti/LKSA
- Dokter kecil, kader kesehatan

remaja termasuk kader Posyandu
rema a

a. Penilaian status gizi

- Dokter/ dokter ggi/bidan / perawat/
t gigi kader Posyandu remajaperawa

Penilaian tanda-
tanda vital

- Dokter/dokter
gigi/bidan/ perawat/ perawat gigi

- Guru BK, Guru UKS
- Tenaga pendamPing di laPas/LPKA
- Tenaga pendamping/pekerja sosial

di panti/ LKSA
- Dokter kecil. kader kesehatan

remaja termasuk kader Posyandu

Penilaian
kesehatan glgt
dan mulut

c

- DoLter/dolder
wat atbidan

d. Penilaian
indera

- Dokter/bidan/Perawat/Petugas
laboratorium / tenaga gizi

e. Penilaian status
anemia pada
remaja putri kelas
7

- Dokter/dokter gigi / bidan / perawat /
perawat gigi/ tenaga

gizi/Promkes/Guru BK. Guru UKS
-- Tenaga pendamping di lapas/LPKA
- Tenaga pendamping/pekeda sosial

di panti/ LKSA
- Dokter kecil, kader kes€hatan

remaja termasuk kader Posyandu
a

f. Penyuluhan
kesehatan bagi
anak usia sekolah

- SDMK: dokter, bidan, dan atau
perawat

Campak Rubela,
DT, dan Td sesuai
jadwal dan
tingkat
pendidikan siswa
atau usia Yarg
setara

Pemberian
imunisasi
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3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a. Pernyataan Standar'

Setiap anak pada usia pendidikar dasar mendapa.tkan peLayanan

kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib
melakukan pelayanan kesehatan aesuai standar pada anak usia
pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah
keda kabupaten/kota dalam kurun wa.ktu satu tahun ajarajt (contoh yang
dilaporkan di tahun 2OXX adalah skrining kesehatan yang ditakukan pada

bulan Juni 2O23 hingga Mei 2OXX).

b. Pengertian
Pelayanan Keaehatar Pada Usia Pendidikan Dasar adalah pelayanan

kesehatan yalg diberikan kepada warga usia pendidikan dasar sesuai

standar meliputi pelayanan :

l) skrining kesehatan.
2) tindak lanjut hasil skrining kesehatan.

keterangan: dilakukan pada anak kelas I sampai dengan kelas 9 di
sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai

15 tahun diluar sekolah.
3) pemb€rian imunisasi Campak Rubela, DT, Td pada BIAS sesuai jadwal

dan tingkat pendidikan siswa atau usia yaJrg setara.

c. Mekanisme Pelaksanaan
1) Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS

dan pondok pesantr:en atau kelas l-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan

di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPt(A'
Posyandu remaja dan lainnya di wilayah kabupaten/kota dalam satu

tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini
benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset
yang tetjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah'

2) Skrining kesehatan
Pelaksanaan skrining kesehatar anak usia pendidikan SD/M['
SMP/MTS, dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15

tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA'
lapas/LPKA dan lainnya, meliPuti:
a) penilaian status gizi.
bJ penilaian tanda vital.
c) penilaian kesehatan gigi dan mulut.
d) penilaian ketajaman indera.

3) Penilaian status anemia pada remaja putri kelas 7. 3) Tindaklanjut
hasil skrining kesehatan meliputi:
a) memberikan umpan balik hasil slirining kesehatan.

b) melakukan rujukan jika diperlukan.
c) memberikan penyuluhan kesehatan.

4) Pemberian imunisasi pada pelaksanaan Bulan lmunisasi An6k Sekolah

(BIAS) meliputi:
a) pemberian imunisasi campak rubela untuk anak kelas I sd atau

usia yang setaia.
b) pemberian imunisasi dt untuk anak keLas 1 sd atau usia yang

setara.
c) pemberian imunisasi td untuk anak keLas 2 sd atau usia yang

setara.
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d) pemberian imunisasi td untuk a.nal< kelas 5 sd atau usia yang
setara.

d. Penghitungan Pencapaian SPM
1) DefinisiOperasional
2) Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam

memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar
dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan
dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waldu satu
tahun ajaran (contoh yang dilaporkan di tahun 2OXx adalah skrining
kesehatan yalrg dilakukan pada bulan Juni 2O23 hingga Mei 2OXX).

3) Penghitungan pencapaian SPM Kesehatan pada anak usia pendidikan
dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat
pendidikan dasar sesuai dengan standar dilakukan dengan
menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:
a) pencapaian mutu layanan dasar (barang, jasa dan sumber daya

manusia); dan
b) pencapaian penerima layanan dasar.

4) Indeks Pencapaian SPM (lPsru) adaLah nilai capaian SPM yang
diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks
pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan
persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot
penerima.

5) Rumus penghitungan lndeks Pencapaian SPM (lPsrv)

Indeks 70 IP Mutu Minirnal
Pencapaian - Layanan Dasar x Bobot +
SPM 0P ) Mutu Minimal I-ayanan

Dasar (20)

70 IP Penerima
l.ayanan Dasar x
Bobot Penerima
tayanan Dasar (80)

6. Pelayan.n Xerehatan Pada Usla Produktlf

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO BARANG JUMLAH FUNGSI

Pedoman dan media
KTE

Minimal 5 jenis di
setiap fasryankes
dan UKBM dan
minimal terdiri
dari:
a. 1(Batu)

pedoman
peLaksanaan
deteksi dini
penyakit
menular dan
tidak menular.

b. I (satu) media
KIE tentang
penyakit
menuLal.

Panduan dalam
melakukan skrining
kesehatan sesuai
standar dan sebagai
media untuk
memberikan
edukasi tentang
penyakit menular
dan penyakit tidak
menular, kesehatan
reproduksi
termasuk pelayanan
KB

1.



Keluarga
Berencana (KB).

(PUS) dan
Usia

Perempuan dan anakI (satu)
Pedoman

korban
kekerasan

dan
anaI(.

skrining
pelayanan

dengan
tempat

pelaksanaan
kegiatan
skrining dan
atau sesuai
dengan
kebutuhan

a. Alat dalam
melakukan
skrining:
- alat ukur berat

badan;
- atat ukur tinggi

badanl
- alat ukur

lingkar perut;
- tensimeter;
- glukometer;
- alat ukur

Lingkar
L€ngan Atas
(LII,A);

- alat
pemeriksaan
Hb;

- kit
opthalmologi
komunitas;

- kuesioner
PUMA (Deteksi
Dini
PPOK);

2 Sesuai

l(satu) media
KIE tentang
penyakit
tidak
menular.
l(satul media
KIE tentang
pelayanalr
kesehatan

c.

d.
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- alat IVA tes
terdiri dari

. spekulum
cocor bebek;

. korentang/
tampon targ
dalam
tempat;

. pinset
anatomis;

. lampu sorot;
b. Alat Pelayanan KB:

- set
pemasangan
dan
pencabutan
AKDR;

- set
pemasangan
dan
pencabutan
implan;

vasektomi set.

Bahan Medis habis
pakai
1) dalam melakukan

skrining :

- tes strip darah,
- lancet,
- kapas alkohol,
- strip Hb dan

reagen Hb
2) untuk

pemeriksaan IVA :

- lidi kapas
dalam wadah

- desinfektan
(alkohol 7O7d,

- larutan asam
cuka (asam
asetat) dengan
kepekatan 3570

3) untuk pelayanan
KB:

jumlah Melal<ukan skrining
kesehatan
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2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK
a. Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan:

1) dokter;
2) bidan;
3) perawat;
4) tenaga gjzr;

5) tenaga kesehatan masyara-kat.
b. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu

3

- alat
kontrasepsi
(kondom, pil,
suntik, Alat
Kontrasepsi
Dalam
Rahim(AKDR),
Impla

Formulir pencatatan
dan pelaporan /matrik
laporan Aplikasi Sehat
lndonesiaku (ASIK), E
Kohort Kesehatan Usia
Produktif

Sesuai kebutuhan Pencatatan
pelaporaan

dan

4 Vaksin Tetanus Difteri
(rd)

1 vial x sejumlah
sasaran Wanita
Usia Subur (WUS)

l5-39
tahun/S x 807o
status imunisesi
TWUS / 8

Pencegahan
Tetanus pada WUS

No Kegiatan SDMK

1 Pengukuran TB, BB, lingkar
perut, tekanan darah,
pemeriksaan tajam
penglihatan, tajam
pendengaran dan skrining
Penyakit Paru Obstruktif
Kronis (PPOK)

Perawat/Kader Kesehata
Pelaksana Posyadu/ Posbindu
/UKBM lainnya

2 Pemeriksaan kadar gula
dalam darah

Dokter/ perawat/ bidan / kader
kesehatan
Posyandu/Posbindu/UKBM
lainnya

3 Pemeriksaan SADANIS dan
IVA (bagr sasaian wanita
usia 30-50 tahun) yang
sudah kontak seksual

Dokter/bidanterlatih dalam
melakukan pemeriksaan
SADANIS dan IVA
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Pemeriksaan kesehatan

3. Petunjuk Teklis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a. Pemyataan Standar

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan
pelayanan kesehatan aesuai standar. Pemerintah Daerah
kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam
bentuk edukasi dan skrining serta pelayanan kesehatan sesuai
standar kepada warga negara usia 15-59 tahun, di wilayah ke{anya
dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produldif adalah pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada warga usia produktif sesuai standar yang
meliputi:
l) edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak

menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan
pencegahan kekerasan terhadap p€rempuan dan anak;

2) skrining faldor risiko penyakit menular dan penyakit tidak
menular dan calon pengantin;

3) skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS)

usia 15-39 talun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan)
berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus; dan

4) pelayanan KB.
c. MekanismePelaksanaan

1) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di
wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data
proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan
mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang tedamin
validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2) PelayanaJr edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang
dilaksanakan di fasyankes, UKBM, dan/atau KuA/lembaga
agama/rumah ibadah.

1 Dokter/ bidan / perawat/
petugas gizi

5 Pelayanal KB (bagi sasaran
PUS dengan 4T
. 4T adalah usia <2O

tahun, usia >35 tahun,
anak >3 orang, j8r'ak
kelahiran <2 tahun

Dokter/bidan terlatih

Deteksi dini kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan anak

Dokter/ bidan / perawat terlatih

6 Melakukan rujukan jika
diperlukan

Dokter/perawat/ bidan/kader
kesehatan Posyandu/
Posbindu/UKBM lainnya

7 Memberikan penyuluhan
kesehatan:
a. memberikarr

penyuluhan/ konseling
kesehatan

b. memberikan
penyuluhan sederhana

Doker/perawat/bidan/ tenaga
gizi/kader kes€hatan

calon penga.ntin

I
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3) Petayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah
skrining yang dilakukan mirimal 1 kali dalam setalun untuk
penyakit menular, p€nyakit tidak menular, dan kesehatan calon
pengantin meliputi:
a) pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut.
b) skrining PPOK untuk usia >40 tahun.
c) pengukuran tekanan darah.
d) pemeriksaan guLa darah untuk:

- usia 40 tahun ke atas;
- usia 15 tahun sampai <40 tahun dengan masalah

obesitas dan/atau tekanan darah tinggi dan/atau
dengan riwayat keluarga DM;

- calon pengantin, jika berdasarkan hasil skrining
memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

e) pengukuran LILA (tambahan bagi calon pengantin).
f) pemeriksaan Hb (tambahan bagi calon pengantin).
g) pemeriksaan HIV dan Sifilis bag: calon pengantin jika

berdasarkan hasil slcining memerlukan pemeriksaan lebih
larljut.

h) anamnesa perilaku berisiko.
i) pemeriksaan tajam penglihatan dan tajam pendengaran.
j) pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasarar perempuan

usia 30-50 tahun yang sudah kontak seksual dilakukan 3
tahun sekali atau kurang dari 3 tahun bila dirasal<an
ataupun ditemukan keluhan dan kelainan).

k) pemeriksaan skrining kesehatan jiwa.
l) status imunisasi TT bagi calon pengantin.
m) skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur

(WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td
berdasarkan hasil skrining. Status imunisasi Tetanus adalah
kegiatan skrining yang ditujukan pada WUS minimal 1 kali
dalam setahun untuk menentukan status T dan memberikan
imunisasi Td (bila dipertukan) kepada WUS tersebut
berdasarkan hasil skrining status imunisasi T nya.

n) pelayanan KB pada usia produktif adalah pelayanan KB yang
dilakukan untuk PUS dengaa 4T.

o) tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
(1) melakukan rujukan jika diperlukan.
(2) memberikan penyuluhal/konseling kesehatan.

Keterangan:
. Wanita usia 3O-5O tahun yang sudah menikah atau

mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko
dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA.

. PUS 4T adalah pasangan suami istri yang terikat
perkawinan yang sah yang istrinya berusia antara
1549 tahun dan mempunyai kondisi 4T (usia <20
tahun, usia >35 tahun, anak >3 orang, jarak
kelahiran <2 tahun).



4) Definisi operasional
Penghitungan pencapaian SPM pelayanan kesehatan pada usia
produktif sesuai dengan standar dilakukan dengan menggunakan

indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu pencapaian

mutu layanan dasar (barang dan/atau jasa) dan sumber daya

manusia (SDM).

a) Pencapaian penerima layanan dasar.
Indeks pencapaian SPM (lPsru) adalah nilai capaian SPM

yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase

indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan
dengan persentase indeks layanan dasar dikalikan dengan
bobot penerima.
Capaian kineda Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam
memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari
persentase orang usia i5-59 tahun yarg mendapat
pelayanar kesehatan usia produktif sesuai standar di
wilayah kefanya dalam kurun waktu satu tahun.
Rumus penghitungan pencapaian indeks pencapaian SPM
persentase orang usia 1F59 tahun mendapatkan pelayanan
kesehatan usia produktif sesuai standar.

lndeks
Pencapaian

SPM {IPSPM)

o/olP Mutu Minimal 70 tP Penerima
I-ayanan Dasar x Bobot l,ayanan Dasar x

Mutu Minimal Layanan + Bobot Penerima
= Dasar (20) layanan Dasar (80)

Numeiator: Jumlah orang usia 15 -59 tahun di kabupaten/kota
yang mendapat pelayanan Kesehatan usia produktif sesuai standar
dalam kurun waktu satu tahun

b) Tata cara perhitungan Indeks Pencapaian (lP) SPM
(1) Persentase IP Penerima layanan Dasar

I Sas€ran yang
dilayari

iL IP Peneriea Layanan
Dasar:

x loo,,..i,

(2) Indeks Pelayanan Mutu Minimal l,ayanan Dasar

% IP Mutu
Minimal
Layanan
Dasar

: N lMutu barang, Mutujasa, Mutu SDM

N hdeks Pencapaian
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7. Pelayanan Kesehatan pada Urla Lanjut

a) Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO BARANG JUMLAH FUNGSI

1 Alat pemeriksaan
dini:
a. alat ukur berat

badan
b. alat ukur tinggi

badan
c. alat ukur lingkar

perut dan lingkar
lengan atas

d. tensimeter
e. alat pemeriksaan

guta darah
I alat pemeriksaan

kolesterol

Sesuai jumlah
tempat pelaksanaan
atau sesuai
kebutuhan

Melakukan skrining
kesehatan usia
l-anj ut

Bahan medis habis pakai
a. Strip uji

pemeriksaan: .
Gule darah
. Kolesterol

b. lancet
c. Kapas alkohol

Sesuai jumlah
sasaran warga negara
usia lanjut
(z 60 tahun)

Melakukan slirining
kesehatan usia
lanjut

Instrumen Skrining
t ansia
Scderha na
Instrumen
Aktivitas
Kehidupan
Sehari-hari
(AKSI I Activitg Dait!
Liuing @DL)
Barthel

Sesuai jumlah
sasaran wauBa negara
usia lanjut
(> 60 tahun)

Pemeriksaan
kesehatan usia
lanjut (>60 tahun)
meliputi
pemeriksaan
status mental,
status kognitjf,
tingkat
kemandirian,
nutrisi, mobilitas,
gangguan
pendengaran, dan
penglihatan pada
usia lanjut

3 Buku Kesehatan
l,ansia atau aplikasi
pencatatan terkait
lainnya (ASIK,
ekohort)

Sesuai jumlah
sasaran warga
negara usia lanjut (>

60 tahun) yang
belum
mendapatkan Buku
Kesehatan l,ansia

Media informasi
dan Pencatatan
hasil pemeriksaan
kesehatan usia
lanjut (2 60 tahun)

4 Media KIE Sesuai media dan
sasaran

Informasi
kesehatan
lanjut

usla

r;
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b) Standar Jumtah dan Kualitas Personil/SDMK
1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

a) dokter;
bidan;
perawat;
tenaga gizt;

3)

l2l
(3)

(4)

(s)

d)

e) tenaga kesehatan masYaralat.
2) Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu'

c) Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
1) Pemyataan St ndar

Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan

kesehatan usia lanjut sesuai standar' Pemerintah Daerah

kabupaten/kota wajib memberikan peLayanan kesehatan dalam bentuk

edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia

60 tahun ke atas di wilayah ke{anya datam kurun waktu satu tahun'

2) Pengertian
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adatah pelayanan kesehatan

untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang meliputi:

a) edukasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan

b) skrining faktor risiko pada usia lanjut'

Mekanisme Pelaksanaan
a) Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di

wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data

projeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, yang ditetapkan oleh

Kepala Daerah.
b) Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang

dilaksanakan di fasyankes dan/atau UKBM dan/atau kunjungan

rumaI..
c) Pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining

yang dilakukan minimal 1 kali datam setahun meliputi:

it1 pengutu.ao tinggi badan, berat badan, lingkar perut' dan

b)
c)

d)

lingkar lengan atas;
pengukurait tekanan darah;
pemeriksaan gula darah;
pemeriksaan kolesterol;
pemeriksaan Skrining Lansia Sederha-na; (6) pemeriksaan

tingkat kemandirian usia la-njut; dan (7) anamnesis perilaku

berisiko.

Tindaklanjut hasil skrining faktor risiko pada usia lanjut meliputi

1) pemeriksaan lanjutan sesuai hasil perneriksaan asuhan

terpadu larsia;
2) melakukan rujukan jika diperlukan; dan

3) memberikan penyuluhan kesehatan'
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Berikut form instrumen skrining kesehatan usia lanjut yang digunakan

PENILAIAN AKTIVTTAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI IAKSI / ACTTWTY OF DALLY

LIVING (ADL) DENGAN INSTRUMEN INDEKS BARTHEL MODIFIKASI
Tanggal: Nama :..-..........-...............
Umur/Jenis Kelamin :.........tahun / .......

NO FT]NGSI SKOR KE IERANGAN HASIL

I Mengendalikan
rangsang Buang Air
Besar (BAB)

0

1

2

Tidak terkendali / tak teratur
(perlu pencahar)

Kadang-kadang tak terkendali
{1 x / minggu)

Terkendali teratur
2 Mengendalikan

rangsang Buang Air
Kecil (BAK)

o

1

2

Tak terkendali atau pakai
kateter

Kadang-kadang tak terkendali
(hanya 1x l2aJam)

Mandiri
3 Membersihkan diri

(mencuci wajah,
menyikat rambut,
mencukur kumis,
sikat Sigi)

o
I

Butuh pertolongan orang lain
Mandiri

4 Penggunaan WC
(keluar masuk WC,
melepas/memakai
celana, cebok,
menyiram)

o

1

2

Tergantung pertolongan orang
lain
Perlu pertolongan pada
beberapa kegiatan tetapi dapat
mengeqakarl sendiri beberapa
kegiatan yarg lain
Mandiri

Makan minum (iika
makan harua berupa
potongan, dianggap
dibantu)

o
I

Tidak mampu
Perlu ditolong memotong
makanan

Mandiri
6 o

1

2
3

Tidak mampu
Perlu banyak bantuan untuk
bisa duduk (2 orang)

Bantuan minimal I orang
diri

7 Beialan di tempat
rata (atau jika tidak
bisa beialan,
menjalankan kursi
roda)

0
I

Tidak mampu
Bisa (pindah) dengan kursi
Roda

Bedalan dengan bantuan I
orang

Mandiri

5.

2

Bergerak dari kursi
roda ke tempat tidur
dan sebaliknya
(termasuk duduk di
tempat tidur)
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Skor Total

Skor Penilaian ADL dengan lnstrumen BarLhel Modifikasi:
20 : Mandiri (A)

12 - 19 : Ketergantungan ringan
9-11 : Ketergantungan
5-8 : Ketergantungan berat (C)

O- 4 : Ketergantungan total (C)

NO FUNGSI SKOR KETERANGAN HASIL

8 Berpakaian
(termasuk memasang
tali sepatu,
mengencangkan
sabuk)

o
I

2

Tergantung orang lain
Sebagian dibantu {misal
mengancing baju)

Mardiri
9 Naik turun tangga o

1

2

Tidak mampu
Butuh pertolongan

Mandiri
10 Mandi o

I
Tergantung orang lain
Mandiri
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SKRINING LANSIA SEDERHANA {SKILAS)

Kondisi prioritas
terkait penurun.rn
kapasitas intrinsik

Pertanyaan
Hasil (berikan tanda
centang sesuai hasil

pemeriksaan)

Penurunan kognitif 1. Mengingat tiga kata: bunga,
pintu, nasi (sebagai contoh)

2. Orientasi terhadap waltu
dan tempat:

Tanggal berapa sekarang?
Di mana kamu berada
sekararrg (rumah, klinik,
dsb.)?

3. Ulangi ketiga kata tadi

trSalah pada salah satu
pertanyaan

OTidak dapat mengulalg
ketiga kata

Keterbatasan
mobilisasi

CTidak

Malnutrisi 1. Apakah berat badan Anda
berkurang >3 kg dalam 3
bulan terakhir atau pakaian
menjadi lebih longgar?

2. Apakah Anda hilang nafsu
makan atau mengalami
kesulitan makan (misal
batuk atau tersedak saat
makan, menggunakan
selarg makan/ sonde)?

3. Apalah ukuran
Iingkar lengan atas

(LiLA) <21 cmP

trYa

trYa

trYa

Calggual
penglihatan

1. Apakah anda mengalami
masalah pada mata:
kesulitan melihat jauh,
membaca, penyakit mata,
atau sedang da.lam
pengobatan medis (diabetes,
tekanan darah tinggi)? Jika
tidak, lakukan TES
MELIHAT

2. TES MELIHAT: Apakah
jawaban hitung jari benar
dalam 3 kali berturut turut?

trYa
Jika tidak, lakukan tes
MELIHAT

Hasil TES MELIHAT
trTidak, kemungkinan
ada gangguan
penglihatan
berat hingga buta

Gangguan
pendengaian

Mendengar bisikan saat TES
BISIK

O Tidak
tr Jika tidak dapat
dilakukan Tes Bisik, rujuk
Puskesmas

Tes berdiri dari kursi: berdiri
dari kursi lima kali tanpa
menggunakan tangan.
Apakal orang ters€but dapat
berdiri di kursi sebanyak 5 kali
dalam 14 detik?



Kondisi prioritas
terkait penurunan
kapasitas inainsik

Pertanyaan
Hasil (berikan tanda
centang sesuai hasil

pemeriksaan)

Gejala depresi Selama dua minglqu terakhir,
apakah Anda merasa
terganggu oleh:
. Perasaan sedih, tertekan,

atau putus asa
. Sedikit minat atau

kesenangan dalam
melal<ukan sesuatu

trYa

trYa

Keterangan: Jika ada salah satu kotak di kolom hasil diberikan tanda centang,
rujuk Puskesmas.

Penghitungan Pencapaian SPM
1) Definisi Operasional

Capaian kineda Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan
pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau
lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah
keianya dalan kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (lPseu)
a) Penghitungan Persentase Penerima l,ayanan dasar

Persentase
warga negara

usia 60 ke atas
mendapatkan

pelayanan
kesehatan

x 100%
Jumlah semua warga negara
berusia 60 tahun kesehatan
atau lebih ya-ng ada di suatu
wilayah ke{a kabupaten/kota
dalam kurun waktu satu tahun
yang sama {denominator)

Catatan:
Nominatoryang dihitung adalah usia lanj ut 60 tahun keatas yang telah
mendapatlan pelayanan kesehatan yaitu edukasi dan skiining
kesehatan usia lanjut sesuai standar di Puskesmas dan
Posyandu/kunjungan rumah baik oleh Tenaga Kesehatan ataupun
kader kesehatan
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Jumlah warga negara berusia 60
tahun atau lebih yang mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standar
minimal 1 kali di suatu wilayah keda
kabupaten/ kota dalam kurun wal<tu
satu tahun tahun ke atas (nominator)
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8. Pelayanan Keseha.tan Penderita lllpertersl

l. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK
1) dokter;
2) bidan;
3) perawat;
4) terrag! gjzi;
5) tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
6) tenaga kefarmasian;
7) tenaga kesehatan masyaiakat.

Petunjuk Teknia atau Tata Cara Pemenuhan Standar
1) Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib
memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada
seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai
upaya pencegahan sekunder di wilayah ke{anya dalam kurun
waktu satu tahun.

1

a

3

b

NO BARANG JUMLAH FUNGSI

Pedoman pengendalian
hipertensi dan edia KIE

Minimal 2 Panduan dalam
melakukan
penatalaksanaan dan
edukasi sesuai standar

Tensimeter Sesuai
kebutuhan

Mengukur tekanar
darah

Formulir pencatatan
dan pelaporan Aplikasi
Sehat Indonesiaku
(ASIK)

Sesuai
kebutuhan

Pencatatan darr
pelaporan

Media promosi
kesehatan

Peningkatan
pengetahuan masyarakat

Kegiatan SDMK

1 Pengukuran tekanan
darah

Dokter atau Tenaga Kesehatan
yang berkompeten dan terlatih

2 Pelayanan non
farmal<ologi

Dolder atau Tenaga
Kesehatan yang berkompeten
dan terlatih

Pelayanan farmakologi Dokter

4 Konseling kepatuhan
terapi non farmakologi
dan farmakologi

Dokter dan/ atau ter.aga glzll
tenaga kefarmasian dan Tenaga
Kesehatan yang berkompeten darl
terlatih

No

2.

3.

4. Sesuai
kebutuhan
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2) Pengertian
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan
kesehatan yang diberikan pada warga penderita hipertensi
sesuai standar yang meliputi:
a) Pengukuran teka,nan dara-h
b) Pelayanan edukasi non {armakologi
c) Pelayanan farmakologi
d) Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi

3) MekanismePelaksanaar
a) Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh

Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini
benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset
yang te{amin validitasnya atau berdasarkan
RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SK) terbaru yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

b) Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan
sesuai standar yang meliputi:
(1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali

sebulan di fasyarikes.
(2) Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan

farmakologi.
(3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
Keterangan:
Tekanan Darah Sistolik (TDS) lebih dari 14O mmHg
ditambahkan pelayanan terapi non farmakologi dan
farmakologi.

4) Penghitungan Pencapaian SPM
a) Definisi Operasional

Capaian kineda pemerintah kabupaten/kota dalam
memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi
penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah
penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di
wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus Penghitungan Kineqja

Jumlah penderita hipertensi usia
>15 tahun di dalam wilayalt
kerjanya yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar
dalam kurun waldu satu tahun

Persentase
penderita
hipertensi yang
mendapatkan
pelayalan
kesehatan
sesuai standar

x 100%

Jumlah estimasi penderita
hipertensi usia >15 tahun yang
berada di dalam wilayah ke{anya
berdasarkan angka prevalensi
kabupaten/kota dalam kurun
waktu satu tahun yang sama.
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Catatan:
Estimasi penderita hipertensi kabupaten/kota berdasarkan
prevalensi data RISKESDAS/Survei Kesehatan tndonesia (SKI)

terbaru)
Nominator: Jumlah penderita hipertensi usia >15 tahun
yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan hipertensi
sesuai standar terdiri da.ri: pengukuran dan monitoring
tekanan darah, edukasi dan terapi farmakologi.
Denominator: Jumlah estimasi penderita hipertensi usia >15

taiun yang berada di dalam wilayah ke{anya berdasarkan
angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu
tahun yang sama.

9, Pelay.nan Ke3ehataa Perderlta Dlabetes Melltus

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pedoman dan media KIE Minimal 3 di
setiap fasyankes
terdiri dari:
a- 1 (satu)

Panduan
Praldik Klinis
(PPK) bagi
dokter di
FKTP;

b. I (satu) media
KIE tentang
diabetes
meUtua; dar

c. 1 (satu) media
KIE tentang
penyakit tidak
menular

Panduan dalam
melakukan
penatalaksanaan
sesuai standar

JUMLAH FUNGSINO BARANG

Melakukan
pemeriksaan gula
darah

a- Alat pemantau kadar
gula dalam darah
. Fotometer; atau
. Glukometer

b. BMHP gula darah
dalam pemantauan
kadar gula dalam
darah
. Reagen glukosa;

atau
. Strip tes gula

darah
. Kapas alkohol
. l,ancet

Minimal 1 di setiap
fasyankes sesuai
kebutuhan

Sesuai jumlah
sasaran

I

Pencatatan dan
p€laporan

Sesuai kebutuhan2 Formulir pencatatan
dan pelaporan Aplikasi
SI PTM, ASIK, Simpus
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2. Standar Jumlah dan Kualitas Personit/SDMK
a. doker;
b. bidan;
c. perawat;
d. tenaga kefarmasian;
e. tenaga kesehatan masyarakat;
f . G^aga gi^;
g. teknis medis (ATLM).

NO KEGIATAN SDMK

1 Pemeriksaan klinis Dokter

2 Pemeriksaan
penunjang

Teknis medis (ATLM)/Tenaga kesehatan
y-ang berkompeten

3 Terapi non
farmakologi (edukasi
gaya hidup sehat)

Dokter/Tenaga kesehatan yang
berkompeten

1 Terapi farmakologi Dokter dan tenaga kefarmasiarr

3. Petuniuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a. Pemyataan Stardar

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanai
kesehatan sesuai standar. Pemerintal kabupaten/kota mempunyai
kewajibal untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar
kepada seluruh penderita diabetes melitus usia >15 tahun sebagai
upaya pencegahan aekunder di wilayah kedanya dalam kurun
waldu satu tahun.

b. Pengertian
PeLayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah pelayanal
kesehatan yarlg diberikan kepada warga penderita diabetes melitus
sesuai standar yang meliputi:
1) pemeriksaan klinis;
2) pemeriksaanpenunjalg;
3) terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat);
4) terapi farmakologi.

c. MekanismePelaksanaan
1) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh

Kepala Daerah dengai menggunakan data riil yang diyakini
benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset
yang tedamin validitasnya atau berdasarkan
RISKESDAS/Survei Kesehatar lndonesia (SKI) terbaru yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

2) Pelayanan kesehatan diabetes melitus adalah pelayanan
kesehatan sesuai standar yang meliputi:
a) pemeriksaan klinis yang dilal<ukan minimal satu kali

sebulan di fasyankes.
b) mendapatkan pemeriksaan penunjang minimal satu kali

sebulan di fasyankes.
c) terapi non farmakologi (edukasi perubahan gaya hidup

sehat).



d) terapi farmakologi sesuai kondisi pasien.
e) melakukan rujukar jika diperlukan.

4. Penghitungan Pencapaian SPM
a. Definisi Operasional

Penghitungan pencapaian SPM pelayanan kesehatan penderita
diabetes meLitus sesuai dengan standar dilakukan dengan
menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu :

1) Pencapaian mutu layanan dasar (barang, jasa dan sumberdaya
manusia); dan

2) Pencapaian penerima layanan dasar
Indeks pencapaian SPM (IPsn,r) adalah nilai capaian SPM yang
diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks
pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu
dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan
dengan bobot penerima.

b. Rumus penghitungan Indeks Pencapaian SPM (lPsru)

Indeks
Pencapaian
sPM (1P".."

o/" lP Mutu Mirimal
Lavrnan Dasar X Botmt

- Mutu Minimal Layanan
Dasar (201

+
70 IP Penerima L.ayanan
Dasar x Bobot Penerina
layanan Dasar (80)

Rumus Penghitungan lndeks Pencapaian SPM
1) Persentase IP Penerima l,ayanan Dasar

-qlo IP Penerima Layanan
Dasar x 100-qo

10. Pelalranan Xesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa, Berat

l. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO BARANG JUMLAH FUNGSI

1 Buku Pedoman
Penggolongan
dan Diagnosis
Gangguan Jiwa
(PPDGJ III) atau
Buku Pedoman
Penggolongan
dan Diagnosis
Gangguan Jiwa
terbaru (bila
sudah tersedia)

Minimal I
per

Puskesmas atau
fasyankes baik
datam bentuk fisik
atau elektronik

Pedoman
penggolongal
gejala klinis
untuk
menentukan
diagnosis
gangguan jiwa
berat (psikotik
akut da]:I
skizofrenia)

Penyediaan
psikofarmaka

sesuai kebutuhan pengobatan/
medikasi

c

2.
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Penyediaan
lormulir skrining
kesehatan jiwa
dan/ atau
melalui aplikasi

sesuai kebutuhan Instrumen
untuk skrining
masalah
kesehatan
jiwa/risiko
gangguan jiwa
pada careqiuer

4 Penyediaan
Iormulir
pencatatan dan
pelaporan
melalui sistem
informasi
kesehatan

Sesuai kebutuhan Pencatatan dan
pelaporan

Media KIE Sesuai kebutuhan Media
komunikasi,
informasi dan
edukasi
sebagai alat
pennrluhan

2. Standar Juml,ah dan Kualitas Personit/SDMK
Pelayanan kesehatan Penderita Orarg Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
Berat dilakukan oleh:

a. tenaga Medis;
b. tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan

kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: psikolog
klinis, perawat jiwa, perawat terlatih);

c. tenaga profesional lainnya;
d. tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.

Tenaga Medis dan/atau Tenaga
Kesehatan yang memiliki kompetensi
dal kewenangan di bidang kesehatan
jiwa

NO SDMK

1 Skrining

2 PemerikEaan
kesehatan jiwa

Tenaga Medis dan/atau Tenaga
Kesehatan yang memiliki kompetensi
dan kewenangan di bidang kesehatan
jiwa

a. Wawancara Tenaga Medis dan/atau Tenaga
Kesehatan yang memiliki kompetensi
dan kewenangan di bidang kesehatan
jiwa

b. Pemeriksaan
status mental

3.

5.

Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai
berikut:

KEGIATAN

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
yang memiliki kompetensi dan
kewenangan di bidang kesehatan jiwa,
tenaga profesional lainnya, dan tenaga
lain yang terlatih di bidang kesehatan
jiwa
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c. Diagnosis klinis Tenaga Medis dar/atau psikolog klinis
3 Edukasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

yang memiliki kompetensi dan
kewenangan di bidang kesehatan jiwa.
tenaga profesional lainnya, dan tenaga
lain yang terlatih di bidang kesehatan
jiwa

1 Tata laksana Tenaga Medis darl Tenaga Kesehatan
yang memiliki kompetensi dan
kewenargan di bidang Kesehatan jiwa

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota
wajib memberikan pelayaran kesehatan seguai standar kepada
seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya
pengobatan penyakit dan pencegahan timbulnya dampak sekunder
akibat gangguan jiwanya (contoh :

pemasungan) di wilayah ke{anya dalam kurun wa}tu satu tahun.
b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Orang D€ngan Gangguan Jiwa (ODCJ) Berat
adalah pelayanan kesehatal yang diberikan pada ODGJ berat
sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia, yang meliputi:
1) Pemeriksaan kesehatan jiwa; 2) Edukasi; dan 3) Tata

laksana.
c. Meka.isme Pelaksanaan

1) Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala
Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar
dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang
tedamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei
Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan.
Jika pada 2 (dua) tahun berturut-turut telah dilakukan upaya
maksimal dan tidak ditemukan ODGJ berat sejumlah sasaran
berdasarkan data RISKESDAS 2018 maka dengan justifikasi
yang kuat dan didukung dengan data epidemiologis yang sahih
kepala daerah dapat menetapkan target capaian melalui surat
ketetapan.
Contoh: Data Riskesdas terkait ODGJ pada RISKESDAS 2018
ad,alah O,2l"h. Dengan memperhitungkan jumlah penduduk
pada tahun 2022 menurut Pusat Data dan
Informasi berdasarkan proyeksi penduduk lndonesia 20 1 52045
adalah 5.529.773 sehingga sasaran ODGJ berat provinsi A
pada tahun 2022 adalah:- 5.529.773 xO,OO21= 1 1.613 orang.

2) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
a) pemeriksaan status mental
b) wawancara



.62-

3) Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan
keluargacaregiuer.

4) Melakukan penatalaksanaan awal dan meLahukan rujukan
sesuai indikasi.

5) Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat.
d. Penghitungan Pencapaian SPM

1) Definisi Operasional
Capaian kinefa Pemerintah kabupaten/kota dalam
memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ
berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan
pelayanan sesuai standar di wilayah kedanya dalam kurun
waktu satu tahun.

2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM
a) Penghitungan Persentase Penerima l,ayanan Dasar

Jumlah ODGJ berat di wilayah ke{a
kecamatan yang mendapattan
pelayanan kesehalan jiwa sesuai
standar dalam kurun wal<tu satu
tahun

Persentase
ODGJ berat
yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
jiwa sesuai
standar

x 100%

Jumlah ODGJ berat berdasarkan
proyeksi di wilayah keda kecamatan
dalam kurun wal<tu satu tahun
yang sama

11. Pelalranan Kesehatan Orang Terduga Tuberkuloslr

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Sesuai
kebutuhan
sasaian terduga

3

Catatan:
Nominator: Jumlah ODGJ berat di wilayah keda
kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu
tahun.
Denominator: Jumlah ODGJ berat berdasarkan
proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun
waktu satu tahun yang sama.

Pencegahan
penularan TBC

NO BARANC JUMLAH FUNGSI

1 Media KIE (leallet,
lembar balik,
poster, banner)

Sesuai
kebutuhar

Menyampaikan
inlormasi tentang
Tuberkulosis (TBC)

Reagen Ziehl Neelsen
(zN) TB

Sesuai jumlah
sasaran
terduga TBC

Bahan pemeriksaan
terduga TBC

Masker bedah dal
masker N95

2.
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TBC dan jumlah
SDMK

-1 Pot dahak, kaca
slide, bahan habis
pakai (oil Emersi,
Ether Alkohol)

Sesuai
kebutuhan

Bahan pemeriksaan
terduga TBC

5 Lampu
spirtus/bunsen,
ose/lidi), rak
pengering

Sesuai
kebutuhan

Bahan pemeriksaan
terduga TBC

6 Kartrid tes
cepat molekuler

Sesuai jumlah
sasarzm
terduga TBC

Bahan pemeriksaan
terduga TBC

7 Formulir pencatatar
dan pelaporar

Sesuai
kebutuhan

Pencatatan
Pelaporar

dan

8 Pedoman/standar
operasional prosedur

Sesuai
kebutuhan

Panduan dalam
melakukan
penatalaksanaan
s€suai standar

9 Tuberkulin Sesuai
kebutuhan

Bahan pemeriksaan
terduga TBC

2. Standar Jumlah dan Kualitas Peronil/SDMK
a. tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

1) dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru;

2) perawat;
3) tenaga kefarmasial;
4) tenaga kesehatan masYarakat;
5) Ahli Telcnologi l,aboratorium Medik (ATLM);

6) radiografer.

b. Kader kesehatan
Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan
sebagai berikut:

NO KEGIATAN SDMK

1 Pemeriksaan klinis Perawat / dokter

2 Pemeriksaan
l,aboratoriu m
(bakteriologis)

Ahli Teknologi Laboratorium
Medik {ATLMI Radiografer

3 Edukasi/promosi
kesehatan

Tenaga kesehatan masyarakat/
bidan / perawat / doher/ tenaga
kefarmasian

4 Melakukan rujukar Dokter
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3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a. Pemyataan Standar

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib
memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang
terduga TBC di wilayah ke4ja kabupaten/kota ters€but dalam
kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tlrberkulosis adalah
pelayanal kesehatan yang diberikan pada orang terduga TBC

sesuai standar, yarg meliputi:
1) pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda; 2)

pemeriksaan penunjang; dan 3) edukasi.

Mekanisme Pelalsanaan
1) penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data

orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dar kontak
erat maupun kontak serumah dengan penderita TBC yang di
tetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan target
(perkiraan) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian
Kesehatan.

2) pelayanan orang terduga TBC melalui pemeriksaan orang
dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan terintegrasi
dengan pelayanan kesehatan lainnya serta penemuan secara

aktif melalui pelacakan dan pemeriksaan kontal skrining
secara masal terutama pada kelompok rentan dan berisiko dar
skrining pada kondisi situasi khusus.

3) pemeriksaan klinis terduga lBC dilakukan minimal I kali
dalam setahun, yaitu dengan pemeriksaan gejala dan tanda

4) pemeriksaan penunjang terduga TBC diantaranya
menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM), mikroskopis, atau
radiologis sesuai pedomal atau standar operasional prosedur
yang berlaku.

5) pemeriksaan penunjang diutamakan menggunakan
pemeriksaan TCM.

6) bagi fasyankes yang belum atau tidak memiliki alat TCM, harus
merujuk terduga TBC atau dahak dari terduga TBC ke

fasyankes yang mempunyai atat TCM melalui tiansportasi
spesimen sesuai dengan pengaturan jejaring laboratorium TCM

oleh dinas kes€hatan kabupaten/kota.
7) jika terdapat kesulitan mengakses layanan TCM, pemeriksaan

terduga TBC dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan

mikroskopis.
8) pemeriksaan radiologis dapat diLakukan sebagai pemeriksaan

Ianjutan jika hasit pemeriksaan tcm negatif.
9) biaya transportasi spesimen dapat dibiayai oleh pemerintah

daerah atau bersumber dari anggaran lain yang sah.
l0) edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan. 11)

melakukan rujukan jika diperlukan.

c
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d- Penghitungan Pencapaian SPM
1) Definisi Operasional

Capaian kineda pemerintah kabupaten/kota dalam
memberikan pelayanan sesuai sta,ndar bagi orang dengan
terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC
yang mendapatkan pelayanal TBC sesuai standar di wilayah
kefanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM
a) Penghitungan Persentase Penerima Layanan Dasar

Persentase
orang terduga
TBC
mendapatl<an
pelayanan TBC
sesuai standar

x I oo70

Penghitungan estimasi orang terduga TBC dengan rumus:

0rong ferdugo TBC: Torget pernmuon TBC I 54 % x 10

Jumlah orangang terduga TBC yang
dilakukan pemeriksaan penunjang
dalam kurun waktu satu tahun

Jumlah perkiraan orang yang
terduga TBC dalam kurun wal<tu
satu tahn yang sarna

. Target penemuan TBC adalah iumlah pasien TBC
yang harus ditemukan dan dilaporkan datam
wilayah kabupaten/kota sebesar 9O7o merujuk
pada Peraturan Presiden Nomor 67 "fahur, 2O2l
tentang Penanggulangan T\rberkulosis.
Kabupaten/kota membagi target penemuan TBC ke
wilayah Puskesmas.

. 54Vo adalah indeks bakteriologis konfirm
(berdasarkan WHO rcport tah]Jn 2022) .

. 10 menunjukkan jumlah orang yalg kemungkinan
tertular dari pasien TBC yang konfirm bakteriologis
(10- 15 orang).

Catatan:
a) Orang terduga TBC adalah seseorang yaig

menunjukkan gejala batuk tanpa melihat durasi
disertai dengan gejala lainnya.

b) Nominator: Jumlah orang terduga TBC yang
dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun
waktu satu tahun.

c) Denominator: JuErlah perkiraan orang terduga
TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama,
yang ditemukan secara pasif (berbasis Fasyankes:
undangan kontak), dan secara aktif berbasis
komunitas, melalui investigasi kontak.
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Jumlah perkiraan terduga TBC ditetapkan oleh
kepala daerah.

12. Pelayanon Kerehrtan Orang Deng.n Rltllo Terlnfelsl Viru!
yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Uanusla (Ilumcn
Immu odelclencg Vlras = IIIVI

1 . Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO BARANG .IUMLAH FUNGSI

I Media KtE berupa
lembar balik, leaflet,
poster, banner

Sesuai
kebutuhan

Menyampaikan
informasi tentang
HIV/AIDS

2 Tes Cepat HIV
(RDT)

pertama)

Sesuai
kebutuhan

Deteksi dini (Skrining)
HIV

Bahan medis habis
pakai
- Hand,schoen
- Alkohol su.rob
- Plester
- tancet/jarum steril
- Jarum+spuit yang

sesuai/vacutainer
dan arLlm sesual

Sesuai
kebutuhan

Pengambilan darah
perifer dan atau vena

4 Alat tulis
Rekam medis berisi
nomor rekam
medis, nomor
fasyankes
pelaksana, nomor
KTP NIK

Sesuai
kebutuhan

Pencatatan dan
pelaporan

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK
e. Tenaga kesehatan:

l) dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter
spesialis kulit dan kelamin;

2) perawat;
3) bidan;
4) Ahli Telorologt Laboratorium Medik (ATLM);

5) tenaga kesehatan masyarakat.
b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu

1) pendamping
2) penjalgkauan

3. Petunjuk Teknis atau Tata Ca-ra Pemenuhan Standar
a. Pernyataan standar

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah

kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kes€hatan sesuai

standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang

metemahkan daya tahan tubuh manusia lHuman
Immuradeficiency Vinr-s = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun
wa.litu satu tahun.

3
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b. Pengertian
Pelayaran Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang

Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia {HIV) adalah
pelaya]lan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko
terinfeksi HIV sesuai standar, yang meliputi:
1) edukasi perilaku berisiko
2) skrining
Orang dengan risiko terinfeksi virus HtV yaitu :

1) lbu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan

sedang mendapat pelayanan terkait TBC.
3) Pasien Infeksi Menular Seksual (lMS), yaitu pasien yang

terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat
pelayanan terkait lMS.

4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan
seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan
utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa
uang, barang atau jasa.

5) l,elaki yarlg berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu
lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya,
sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya
(heteroseksual, homoseksual atau biseksual).

6) Transgender/waria, yaitu orang yang memitiki identitas
gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis
kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang
disebut juga tralseksual.

7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti
memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat
adiktif suntik lainnya.

8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang
dalam pembinaan pemasyaral<atan Kementerian Hukum dan
HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

c. MekalismePelaksanaan
1) penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah

berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita
TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun, WBP,
dan ibu hamil).

2) edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
3) skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV

minimal I kali dalam setahun.
4) melakukan rujukan jika diperlukan.

d. Penghitungan Pencapaian SPM
1) Definisi Operasional

Capaian kineda pemerintah kabupaten/kota dalam
memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan
risiko terinfeksi HMinilai dari persentase orang dengan
risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV
sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu
tahun.
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2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaain SPM

a) Penghitungan Persentase Penerima Layanan Dasar

Persentase
orang dengan
risiko terinleksi
HIV
mendapatakan
pelayanan
deteksi dini
HIV sesuai
standar

Jumlah orang denga risiko terinfeksi
HIV yang mendapatkan pelayanan
sesuai standar dalam kurun wakt
satu tahun

x 100%

Teinfeksi HIV di kecamatan dalam
kurun waku satu tahun yang sama

Catatan:
Nominator: Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV
(penderita TBC, IMS, penj4ja seks, lSL, transgender,
Penasun, WBP dan ibu hamil) yang mendapatkan pelayanan
(pemeriksaan rapid test R1) sesuai standar dalam kurun
waltu satu tahun.
Denominator: Jumlah orang dengan risiko terinieksi HIV di
kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
yang ditetapkan kepala daerah.
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BAB III
REI{CA.ITA PEI{CAPAIA.IT STAITDAR PELAYAIIAN UII{I AL

A. REXCAITA XDCIATAIT PEI{C,IIPAIAII XIITEtrI,'A SPU

l. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang

Kesehatan, selama kurun waktu tahun 20XX BLUD Puskesmas

melakukan 5 (lima) program, 20 (Dua Puluh) kegiatan dan 73 (Tujuh

Puluh Tiga) Sub Kegiatan. Secara terperinci program, kegiatan dan sub

kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian SPM bidang

kesehatan dapat di lihat sebagai berikut :

Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Tahun 20XX

No
Kode

Program/Kegiatan/
Sub KeBiatan

PtoeGn/
Kegratan/ Sub

K€taatan

lndikator (anerja

Program/ Kegiatan/
Sub Kegiatan

Target

1 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan

Kesehatan lbu
Hamil

Jumlah abu hamil yang

mendapatkan
pelayanan

standar

Orang 6423

2. 1,.O7.O2.2.O2.c/.n2 PenBelolaan

Kesehatan lbu

Bersahn

Jumlah ibu bersalin
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan

sesuaistandar

Orang 6382

3. 1.02.02.2.02.0003 Pen8elolaan

Kesehatan Bayi

Baru lahir

lumlah bay baru

lahir yang mendapatkan
pelayanan kesehatan

sesuarstandar

Orang 6129

1.O2.O2.2.O2.ffi4 Pengelolaan

Kesehatan Balita

lumlah balrta yang

mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar

OranS 24352

5. 1.O2.O2.2.O2 .O@5 Pengelolaan

Kesehatan Pada

Usia Pefldidikan

Dasar

lumlah Usia

pendidiken dasar
yang mendapatkan
pelayanan

kesehatanse5uai standar

OranB 23714

6. 1.O2.02.2.02.0006 Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Fada

lJsia Produktif

Jumlah Usia

Produktifyang
mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai

standar

147514

7 t.02.o2.2.o2.M1 Pengelolaan

Pelayanan
|(esehatan

Padamljsia laniut

mendapatkan
kesehatan sesuai standar

Orang 36284

Orang

Satuan

Jumlah Usia lanjut



8. 1.O2.02.2.02.0008 Pengelolaan

Kesehatan Pada

Penderita
Hipertensi

lumlah Penderita
Hipertensi yang

mendapatkan
pelayanan kesehatan

sesuai standar

64387

9 1_02.02.2.O2.0009 PenEelolaan

Kesehatan Pada

Penderita
Diabetes Melitus

Orang 7614

10 1.O2.02.2.02.OO10 Pengelolaan

Kesehatan orang
Dengan

Gangguan Jiwa
Berat

Jumlah Orang Denga

GangEUan iiwa (oDGJ)

Berat yanS

mendapatkan
pelayanan kesehatan

sesuai standar

550

11 1_O2.O2_2.O2_OO11 Pengelolaan

Kesehatan Orang

Terduga
Tuberkulosis

Jumlah Orang Terduga
Tuberkulosis
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar

Ordng 6144

1.O2.O2.2.O2.OOLZ Pengelolaan

Kesehatan Orang
Dengan Risiko

TerinfeksiHlV

lumlah orang
Dengan Risiko

Te.infeksi HIV yang

mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar

Orang 6191

.70-

St ategi Badan l,ayanan Umum Daerah untuk melaksanakan

program dan kegiatan- kegiatan sesuai dengan arah kebijakan yang

tercantum dalam Rencana strategi BLUD Puskesmas secara umum

adalah:

a. peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia

aparatu.

b. meningkatkan jumlah dan pemerataan sumber daya manusia
kesehatan

c. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta alat
kesehatan sesuai stafl der

d. meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan

kualitas obat dan perbekalan kesehatan

e. meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan

I peningkatan promosi dan pemberdayaan masyaraka

Orang

Jumlah Penderita
Diabdes
Melitus yang

mendapatkan
pelayanan kesehatan

se5uai standar

Orang

12.
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B. STRATEGI PENCAPAIAN SPiI

Target pencapaian adatah target yang ditetapkan oleh

Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu

tertentu termasuk perhitungan pembiayaannya. Sesuai dengan

Permenkes Nomor 6 Tahun 2OXX tentang Standar Teknis Pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Capaian Kineda Pemerintah

Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiapjenis pelayanan dasar

pada SPM Kesehatan harus 1OO9/o. Berikut uraian target dari masing-

masing Kegiatan;

Tabel2

Target Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 20)O(

No

Jenis
Pehyanan
Kesehatan

Dasar

lndikator Kineda Pencapaian

Penerima Pelayanan D€sar Mutu lvlnimal Pelaysnan Dasar

lndiketor Taaget
Batas

Capaian
lndikator Target

Batas

capeian

1 Pelayanan
Kesehatan lbu
Hamil

Persenlase ibu
hamil
mendapatkan
pelayanan K6
sesuai
standar

ao./. 12 Bulan
capaian mutu
barang den
jasa layanan
kesehatan
ibu hami,

20vo 12 Bulan

2 Pelayanan
Kesehatan lbu
Bersalin

Persentase ibu
bersalin
mendapatkan
pelayanan
Persalinan
sesuai standar

aa, 12 Bulan Persentase
cepaian mutu
barang dan
iasa layanan
kesehatan ibu
belsalin

2A% 12 Bulan

3 Pelayanan
Kesehatan
Bayi Ba.u
Lahir

Persentias€ bayi
Ba.u lahir
m€ndapakan
pelayanan
kesehalan bayi
baru lahir sesuai
standar

800/6 12 Eulan Persentase
capaian mulu
barang dan
jasa layanan
k6sehatan
bayi baru lahir

20./. 12 Bulan

4. Pelayanan
Kesehalan
Balita

Persentrase anak
balita usia 1 -59
bulan yang
mendapalkan
pelayanan
kesehatan sesuai
standar

Wola 12 Bulan Persentase
capaian mutu
barang dan
jasa

20ak 12 Bulan

Pelayanan
Kesehatan
Usia
Pendidikan
Dasar

Persenlase anak
usia pendidikan
dasar
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai
standar

aov. 12 Bolan Persentase
capajan mulu
barang dan
jasa leyanan
kesehatan
Usia
Pendidikan
Dasar

2004 12 Bulan

6 Pelayanan
Kesehatan
usia Produktif

Persenlase
warga negara
usia 15-59
lahun
mendapatk€n
Pelayanan
kesehatan

800/o 12 Eulan
c:rpaian mutu
barang dan
jasa layanan
kesehatan
Usia Produktif

20dk 12 Bulerl
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No

Jenis
Pelayanan
Kesehatan

Dasar

Panorima Pelayanan Dasar Mutu Minimal Pelayanan Dasar

lndikator Target
Batas

Capaian
lndikator Target

Batas

cacf]an

7 Pelayanan
Kesehatan
Llsia Lanjut

warga negara
usia 60 tahun ke
atas
mendapatkan
p€layanan
kesehaten usia
lanjul

800k 12 Bulan Persenlase
c€paian mutu
barang dan
jasa layanan
kesehatan
Usia Laniut

20% 12 Bulan

8 Pelayanan
Kesehatan
Penderila
Hiperlensi

Persantas€
penderila
hipertensi
merdapatkan
Pelayanan
kesehatan

standar

80% 12 Bulan Persentase
cSparan mutu
ba.ang dan
jasa layanan
kesehatan
Pendenla
Hiperlensi

2004

9 Pelayanan
Kesehatan
Penderita
Diabetes
Mellitus

Pe6enlas€
penderita
diabstes molitus
mendapatkan
p€layan6n
Kesehatan s€suai
slander

80% 12 Bulan Persentas6
capaian mutu
b€rang dan
jasa layanan
kes€hatan
Penderita
Oiabetes
Mehtus

20%

10 PahyafEn
Kes€hatan
Orang
Dengan
GaflggL€n

(oD
GJ) B6rat

Persedtase

ODGJ yang

mendapalkan
p€layanan
kesehatan jtwa

sesuai standar

80% 12 Bulan Persentase
capaian mutu
barang den
iasa layanan
kesehatan
Penderita
Orang Dengan
Gangguan
Jrwa Berat
(oDGJ)

2004

'11 Pelayanan
Kes€hatan
Orang Tsrduga
Tuberkulosis

Persenta$
or4E

terduga
luberkulosis
yarE

meidaPa
tkan pehyanan

sesuai
standar

aov. 12 Bulan
cspaian mulu
barang dan
jasa layanan
kesehatan
orang lefduga
luberkulo9s

mo/o

12 Pelayanan
Kesehatan
Orang
Dengan Risiko
Terinfeksi HIV

Jumlah orang
Dengan nsiko
Tennfeksr HIV
mendapatkan
pelayanan
kesehalan s€suai
siand€r

80% 12 Bulan
capaian mulu
baaang dan
jasa layanan
kesehatan
orang dengan
risiko torinfeksi
HIV

200k 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bl]lan

'12 Bulan
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BAB IV

SISTEM AKUNTABILITAS KII{ERJA

,rL Pea9nc.n..n d.n Peng.nggatra

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tida-k langsung

yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM

oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber

dana lain yang sah. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan

upaya kesehatan masyarakat puskesmas A yang mendapatkan alokasi dana

program pemenuhan upaya kes€hatan perorangan dan upaya kesehatan

masyarakat dengan pagu anggaran setelalt perubahan dan dilaksanakan

sebagai berikut ;

Alokasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian SPM Kecamatan A Tahun
2oxx

No Jenis Pelayanan Dasar
AlokasiAnclgaran

(Rp)
Sumbea Dana

1 Pelayanan Kesehatan lbu Hamil
656,212 697 DAKNON FISIK JKN

2 Pelayanan Kesehatan lbu Bersahn
121.250.000

DAK NON FISIK JKN

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahr
28,350,000

DAK NON FISIK. JKN

4 Pelayanan Kesehatan Balita
1a31.611,631

DAKNONFISIK JKN

5
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendhikan
Dasar

602,005 000

DAK NON FISIK JKN

6 Pelayanan Kesehatan Pada Usla Produktif
571.275,000

DAKNON FISIK JKN

7 Pelayanan Kesehatan Pada Usta LaryLrl
779.860,000

DAK NON FISIK JKN

I Pelayanan Kesehatan Pada Penderita
Hipertensi

212.187,00n

DAK NON FISIK, JKN

I Pelayanan Kesehatan Pada Penderila
Diab€tes Mellitus

80100 000

DAK NON FISIK, JKN

10
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

63 600.000
OAKNONFISIK. JKN

11
Pelayanan Kesehalan Orang Terduga
Tuberkulosis

103.040,000

DAK NON FISIK JKN

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko
TerinfeksiHlV

3r.r(b,600
DAK NON FISIK JKN

JUMLAH
a681,r1r,923

DAK NON FISIK

12
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B. Monttoring E\raluasi

Monitoring da:r evaluasi pelaksanaan pelayanan minimat bidang
kesehatan dilal<ukan secara berkala setiap tiga bulan secara berjenjang
menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang berlaku pada setiap
jenis layanan dasar. BerJenjang dengan menggunakan tataran wilayalr
kerja kecamatan.

Puskesmas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring
dan evaluasi pelayanan minimal bidang kesehatan datam wilayah ke{anya
dari seluruh fasyankes yang ada, baik milik pemerintah maupun milik
swasta. Puskesmas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada
Dinas Kesehatan kabupaten/ kota.

Pada proses penerapan dan pencapaian SpM kesehatan tahun
2OXX masih banyak permasalahar dan kendala yang kami hadapi yang
menyebabkan adanya jenis pelayanan dasar belum mencapai target.
Berikut uraian tentang permasalahan dan solusi yarlg mungkin dapat
dilaksanakan untuk nantinya pada tabel di bawah ini ;

Monitoring Evaluasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kecamatatr
Tahun 2OXX

No

Jenis
Pelayanan
Kesehatan

Dasar

Targe
t

Realisasi Permasalahan Solusi

1 Pelayanan
Kesehatan
lbu Hamil

1000/. 47,120/0 Beberapa dari
jumlah ibu hamil
yang datang
berkunjungan
sudah diatas
trisemester 1

sementara standar
pelayanan
sebagai cakupan,
maka kunjungan
pertama tidak
melewati
trisemester
pertama

- Edukasi dan
konseling
manfaatkan
potensi yang ada
di masyarakat

- lnovasi dan
kunjungan
lapangan
termasuk home
c€lre
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2 Pelayanan
Kesehatan lbu
Bersalin

100% 50,390/" - Geogralis
- Mobilisasi

penduduk
- Kehamilan yang
tidak terdeteksi
dari awal, contoh
kehamilan luar
nikah

- Masih persalinan
non nakes akibat
masih kentalnya
budaya yang ada

- Sosialisasi
pemanfaatn RTK

- Pendekatan pada
DUBA alau
masyarakat Yang
melakukan
pertolongan
persalinan yang
bukan
kewenangannya

- Advokasi untuk
kelengkapan
sarpas

3 Pelayanan
Kesehatan Bayi

Baru
Lahir

100% 53,44o/o - Geogralis
- Mobilisasi

Penduduk
- Kematian bayi

- Home Care
- Komunikasi dan
koordinasi tetap
ditingkatkan baik
antara petugas
dan sasaran

4 Pelayanan
Kesehatan
Balita

'100% 73,11o/o - Geografis
- Mobilisasi

p€nduduk
- Sarana dan

prasarana
- Partisipasi

masyarakat yang
masih kurang

- Edukasi
- Konseling dan

memanfaatkan
potensi yang ada
di masyarakat

- lnovasi dan
kunjungan
lapangan
termasuk home
care

5 Pelayanan
Kesehatan
Usia
Pendidikan
Dasar

100% 99,80% - Pada saat
pelayanan
bebeEpa siswa
siswi tidak hadir
Karena alasan
tertentu

- Komunikasi dan
koordinasi yang
baik

- Sweeping atau
kunjungan ulang

6. Pelayanan
Kesehatan
Usia
PmduKif

100% 79,9610 Belum
terlaksananya
skrining ke selu
instansi dan
institusi yang ada

di Kab.Tana Toraja

Melakukan skrining
ke seluruh instansi
dan institusi yang
ada di Kab.Tana
fotaja

L __L
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Pelayanan
Kesehatan
Penderita
Diabetes
Mellitus

Pelayanan
Kesehatan
Orang
Terduga
Tuberkulosis

7 Pelayanan
Kesehatan
Usia Lanjut

1000k 99,200h Sebagian sasaran
tidak hadir pada
saal posyandu
mengingal faktor
geografis pada
daerah terpencil
dan faktor umur
yang sudah lansia
untuk mengakses
posyandu

Melakukan edukasi
kepada keluarga
untuk melakukan
pendampingan
serta kunjungan

Rumah 0emput
bola)

8. Pelayanan
Kesehatan
Penderita
Hipertensi

'100% 52,434/0 Belum
terlaksananya
skrining ke seluruh
instansi dan
institusiyang ada

di lGb.Tana Toraja

Melakukan skrining
ke seluruh instansi
dan institusi yang
ada di Kab. Tana
Toraja

100% 1000k Kurangnya
pemahaman
masyarakat
terhadap penyakil
Diabetes
Molitus yang
mengakibatkan
masih adanya
masyarakat yang
tidak rutin kontrol
dan makan obat

- Meningkatkan
Komunikasi.
lnformasi dan
Edukasi

- Melakukan
peningkatan
kapasitas
petugas, lintas
program, jejaring
dan jaringan
wilayah kerja
Puskesmas

Pelayanan
Kesehatan
Orang
Dengan
Gangguan
Jiwa (ODGJ)
Berat

100% 1000/ - Kurangnya
dukungan
keluarga dalam
pemanlauan
minum obat

- Keluarga merasa
terbebani dengan
kondisi anggota
keluarga
penderila

Melakukan
pendekatan
persuasive
terhadap keluarga
dan keluarga
penderita untuk
tetap melanjutkan
pengobatan agar
kondisi pasien
tetap stabil

'11 100% 57.040k Kurangnya
partisipasi
masyarakat untuk
mameriksakan diri
karena merasa
malu
dengan
penyakit
TBC

- Melakukan
promosi
kesehalan tentang
penyakit TBC
MengadalErn
forum multi sektor
dalam
penanggulangan
p€nyakit TBC
Kerjasama
dengan
klinikswast
a dan
dokter
praktik

'10.
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2.1 Pelayanan
Kesehatan
Orang
Dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV

55,480k Masih tingginya
stigma
masyafakat
tantang penyakit
HIV/AIDS

mandiri

- Koordinasi
dengan lintas
Sektor untuk
penanggulangan
penyakit
HIV/AIDS

Promosi
kesehatan tenlang
HIV/AIDS

100%

I
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BAB V
PEITUTI'P

Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

pusat kesehatan masyarakat merupakarl media informasi yang berisikan

gambaran hasil petaksanaan SPM yang sudah diterapkan puskesmas selama

periode tahun 20xx.
Secara umum program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk

pencapaian target SPM belum berjalan sesuai harapan Hal ini terlihat dari 12

indikator yang ada hanya 2 indikator yang capaiannya 100o/o Hal ini tentunya

masih menjadi pekerjaar rumah bagi puskesmas untuk lebih meningkatkan

kineda dalam pencapaial dan pemenuhan target standar pelayanan minimal

untuk masa Yang a-kan datang.

Semoga standar pelayanan ninimal kes€hatan badan layanan umum

daerah Tahun 2OXX ini menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak terkhusus

pemangku kebijakan, dan pelaku kesehatan agar pada masa yang akan

datang dapat diperoleh hasil pencapaian yang lebih baik
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